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Rencana Strategis




KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember Tahun
2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat
daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini
merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan
daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember
dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Jember Tahun 2025-2029
merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan
sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Renstra akan memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan yang menjadi tugas dan fungsi Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember. Penyusunan dokumen
Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember dengan
BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember Tahun
2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana
pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember



Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen
Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan
evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya
layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Jember
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan
Strategis Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Jember merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Jember Tahun 2025-2029
merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang
menjabarkan RPJMD  Kabupaten Jember Tahun 2025-
2029.Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember yang
berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk
menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati
Pemerintah ~ Kabupaten  Jember dalam  penyelenggaraan

pembangunan daerah.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Jember menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap
tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Jember juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan



mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Jember. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam
menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan
cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai
sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Jember berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan

Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Sosial

Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember terdapat
beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan
Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra
Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.
Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai
dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan
Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah.
Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan
Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra
Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah
Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan
memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat
Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan
Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Kabupaten Jember.



Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Jember Tahun 2025-2029
dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian
rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Jember harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan
selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi,
utamanya terkait nomenklatur indikator sub kegiatannya yang
kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan
targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan

peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita
Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-
2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
87);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah
dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029
(Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
87);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

12.

13.

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025- 2029;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 127);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2025 — 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
Nomor 2 Seri D)

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember

13



30.

31.

32.

33.

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024
Nomor 5)

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun
2015 - 2035;

Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025,
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan

dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan

kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk

itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1.

Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten
Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam

menentukan program dan kegiatan tahunan dalam

14



melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten;

Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja,
permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai
penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah.

Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami
arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan
visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah
dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan
kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah
untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan
kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima
tahunan;

Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan
organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya
untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-
2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1.

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan
misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan

cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke
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depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab
yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima
tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat
daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima
tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar
dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat
daerah.

Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan

dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra

Perangkat Daerah.

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah.
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2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

BAB 1III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan

dan isu-isu strategis perangkat daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator

kinerjanya.
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah
kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun

mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

17



Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat
Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan Kabupaten Jember.
BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan
penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Jember.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Jember

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor Peraturan
Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025, tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016,
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Jember Kabupaten Jember mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
disebutkan di atas, Dinas Sosial Kabupaten Jember
meyelenggaraan fungsi:
a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak ;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial,
pemberdayaan, perempuan dan perlindungan anak;
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, pemberdayaan
Perempuan dan perlindungan anak ; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas
dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
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2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Jember mempuyai tugas pokok

membantu bupati melaksanankan urusan pemerintah daerah di

bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.Kepala Dinas juga

mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

mempuyai tugas pokok membantu bupati melaksanankan urusan

pemerintah daerah di bidang Sosial. Kepala Dinas juga mempunyai

uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

a.

2.1.2.

perumusan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak ;

. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial,

pemberdayaan, perempuan dan perlindungan anak;

. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan anak ; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas

dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Jember Daerah/termasuk capaian SPM)

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Jember meliputi Urusan Sosial, Pada

periode Renstra 2025-2029 Layanan urusan sosial, dengan tujuan

Meningkatnya Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial (PPKS), dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga

berencana dengan tujuan Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta
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Meningkatnya Kualiatas Kehidupan, Pengendalian Penduduk dn

Keluarga Berencana.

Melalui program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang
tertuang pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Jember. Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten
Jember telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam
Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-
bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan
kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dapat dilihat

pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial

Target Target Renstra Perarlél_{at Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun |Ke| - (Persentase)
No. Indikator Kinerja ( Tujuan, Sasaran) Target IKK Indikator
NSPK Lainnya
(2022) (2023) (2024) (2025) (2022) (2023) (2024) (2025) (2022) (2023) (2024) (2025)
(1) () 3) (4) (5) (5) (7) (8) ) (10) (11) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Tujuan ¢ menurunnya tingkat
kemiskinan dan penyandang 4% 3.50% 3% 2.5% 1.45 +.3 1.09 1.05 1.45 4.3 1.09 1.05
. . % % % % %
masalah sosial lainnya
. 1 0, 0, 0, 0, 0,
Sasaran 1: menmglliatnya pelayanan 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80 30 80 80%
pemberdayaan sosial
Sasaran 2 : Meningkatnya
penanganan perlindungan dan 90.1% 90.2% 90.3% 90.4% 85% 86% 87% 87% 85 86 87 87%
pemberdayaan sosial bagi PMKS
Ssiss?;?n 3+ Meninglkatnya restorasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100%

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Jember 2022 — 2024 telah berjalan
dengan maksimal, bahkan beberapa kegiatan capaiannya ada yang sebesar 100% hal ini karena optimalnya SDM Dinas Sosial Kabupaten
Jember dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan permasalahan sosial, kerjasama dengan baik antara Dinas Sosial dan Stakehpoolder

dalam hal ini OPD/lembaga terkait, kelompok masyarakat, dan juga PSKS Dinas Sosial Kabupaten Jember.
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Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Jember

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke - (Persentase)
Indikator Kinerja ( Tujuan Target Target
No. ] Juan, g IKK | Indikator
Sasaran) NSPK .
Lainnya
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Indek Pembangunan Gender 84,66 84,96 85,25 85,80 86,15 85,25 85,55 85,80 86,15 100.34 100.35 100 100
Memngkatoya e 140| 237| 241| 2,48 11| 11| 14| 2
Meningkatnya pelayanan ) ) ) ) ' ) )
2 pengaduan kekerasan anak dan 1’40 78’57 46'41 58'09 80'64
perempuan
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Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 3 indikator sasaran Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Jember rata rata mencapai 103 % dan masuk dalam kategori sangat tinggi Dan
dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024
menunjukkan kenaikan Dengan demikian maka secara umum Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember telah
melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana. secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan

pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan
tahun tahun sebelumnya Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada
Tabel T-C.24 berikut.
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Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Jember

Anggaran Pada Tahun-

Realisasi Anggaran Pada Tahun-

Rasion Antara Realisasi Dan Anggararan

Rata-Rata Pertumbuhan

Tahun-
Uraian Program *) Realisasi
1(2022) (2023) (2024)| (2025) (2022) (2023) (2024) (2025) (2022) | (2023) (2024) | (2025) Anggaran
(
(1) @) @) (4) ) 6 (7) 8) (€) (10) (11) (12) (13) (14) (19) (16) 17 (18)
)
Program Pelayanan B.708.600. [11.274.259. P.029.033. 10.249.7 7.440.063. 0.615.721. 7.435.856. 4.666.04 85% 85% 82% 45.5
Administrasi 151,- 188,- 115,- 91.745.9 038,- 084,- 526,- 5.550,- 2%
Perkantoran 9
Program 892.649. 1.751.719. 820.205. 2.503.77 869.675. 1.432.106. 749.503. 573.020. 97% 81% 91% 22.8
Pemberdayaan Sosial R00,- 000,- 000,- 3.000,- 950,- 500,- 800,- 000,- 9%
Program Rehabilitasi [11.304.318. [5.890.127. D.755.653. 7.356.68 10.513.122. 5.335.426. 2.355.480. 1.729.45 93% 90% 85% 23.5
Sosial 000,- 000,- 000,- 3.600 710,- 60,- 070,- 0.041 1%
Program 22.743.043 [36.987.349. 33.101.881 28.578.9 22.415.536. 33.135.959. [30.406.874. 94.169.0 98% 89% 91% 0.33
Perlindungan dan 925,- 000,- ) 14.656 092,- 500,- 104,- 00,- %
jaminan Sosial 700,-
Program Penanganan [1.731.375. R.736.521. 12.000.000 18.120.7 1.261.466. 1.525.472. 0.554.987. 5.727.23 72% 95% 79% 31.6
Bencana 000,- 100,- . 05.100 900,- 500,- 779,- 7.371,- 1%
000,-
Program Pengelolaan [123.970. 339.170. 216.838. 185.998. 77.083. 281.662. 193.054. 25.040.0 62% 83% 89% 13.46
Taman Makam 6500, - 088, - 000, - 334 000,- 000, - 000,- 00 o
Pahlawan °
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Dari tabel diatas dapat di interpretasi sebagai berikut :

Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, dengan beberapa factor

pendukung yang mempengaruhi, antara lain :

1) Perencanaan awal dan penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan
berdasarkan hasil survey di lapangan sudah sesuai dengan kebutuhan sehingga
realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tepat sasaran;

2) Komitmen pimpinan dan pelaksana kegiatan sehingga program/kegiatan yang
telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal
yang direncanakan; dan

3) Evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan
program/kegiatan/sub kegiatan dan serapan anggarannya dilakukan secara
berkala; dan

4) Pelaksanaan rapat rutin antara pengelola keuangan dengan perencana kegiatan
serta pelaksana kegiatan untuk membahas perubahan rencana kegiatan
sehingga anggaran yang diperlukan berdasarkan adanya perubahan rencana

kegiatan dapat segera disiapkan.

Dari data capaian kinerja Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat
terlihat bahwa target pelayanan pada disabilitas, lansia, anak dan gelandangan
pengemis, fakir miskin dan LKSA, korban bencana/kelompok rentan, telah
dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, hal ini tidak terlepas dari komitmen
Dinas Sosial untuk lebih optimal dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial untuk
penanggulangan permasalahan sosial, dengan mengoptimalkan SDM yang ada
pada dinas sosial baik itu karyawan dinas sosial maupun pilar/PSKS dinas sosial.
Dan pengelolaan anggaran yang optimal untuk bantuan dan pelayanan sosial pada
PPKS.

Untuk mewujudkan semua perlu dilaksanakan juga beberapa kebijakan
dan terobosan sebagai berikut : komitmen dari pengambil kebijakan dalam
peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Adanya bantuan
sosial dari pusat maupun provinsi untuk lansia, difabel dan panti dan PPKS
lainnya. Memanfaatkan CSR Penanganan PPKS, adanya Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan

PPKS lainnya.
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Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Jember

Uraian Anggaran Pada Tahun- Realisasi Anggaran Pada Tahun- Rasion Antara Realisasi Dan Rata-Rata
Program *) Anggararan Tahun- Pertumbuhan
2 | 202 2024 202 | 202 2024 202 | 202 | 2024 Ang Reali
0 3 2 3 2 3 gara sasi
2 n
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PROGRAM 91%

PENUNJANG 6,949,951 6,305,7

URUSAN ,513 65,481

PEMERINTAH

AN DAERAH

KABUPATEN/

KOTA

Administrasi 91%

Keuangan 6,090,609 5,525,9

Perangkat , 755 90,731

Daerah

Penyediaan 90%

Gaiji dan 5,204,374 4,672,2

Tunjangan 535 36,538

ASN

Pelaksanaan 96%

Penatausahaa 886,235,2 853,75

n dan 20 4,193

Pengujian/Verif

ikasi

Keuangan

SKPD

Administrasi 92%

Kepegawaian 339,680,0 311,75

Perangkat 00 0,000

Daerah

Koordinasi dan 92%

Pelaksanaan 339,680,0 311,75

Sistim 00 0,000

Informasi

Kepegawaian

Administrasi 89%

Umum 259,609,0 230,24

Perangkat 00 7,170

Daerah

Penyediaan 94%

Peralatan dan 52,999,60 49,602,

Perlengkapan 0 700

Kantor

Penyediaan 73%

Bahan Logistik 55,974,40 40,651,

Kantor 0 500

Penyelenggara 93%

an Rapat 150,635,0 139,99

Koordinasi dan 00 2,970

Konsultasi

SKPD

Penyediaan 96%

Jasa 98,153,75 94,657,

Penunjang 8 573

Urusan

Pemerintah

Daerah

Penyediaan 95%

Jasa 70,153,75 66,760,

Komunikasi 8 173

Sumber Daya

Air dan Listrik

Penyediaan 100

Jasa 28,000,00 27,897, %

Pelayanan 0 400

Umum Kantor
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Pemeliharaan
Barang  Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

161,899,0
00

143,12
0,007

88%

Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan

59,942,20
0

55,136,
220

92%

Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan

101,956,8
00

87,983,
787

86%

PROGRAM
PENGARASU
TAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAY

AAN
PEREMPUAN

130,051,1
00

124,27
8,190

96%

Pelembagaan
Pengarusutam
aan Gender
(PUG)  pada
Lembaga
Pemerintah
Kewenangan
Kabupaten/Kot
a

49,338,70
0

47,655,
190

97%

Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan
PUG termasuk
PPRG

49,338,70
0

47,655,
190

97%

Pemberdayaan
Perempuan
Bidang Politik,
Hukum, Sosial,
dan  Ekonomi
pada
Organisasi
Kemasyarakat
an
Kewenangan
Kabupaten/Kot
a

25,326,40
0

22,757,
500

90%

Sosialisasi
Peningkatan
Partisipasi
Perempuan di
Bidang Politik,
Hukum, Sosial
dan Ekonomi

25,326,40
0

22,757,
500

90%

Penguatan dan
Pengembanga
n Lembaga
Penyedia
Layanan
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kot
a

55,386,00
0

53,865,
500

97%
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Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
kepada
Lembaga
Penyedia
Layanan
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kot
a

55,386,00
0

53,865,
500

97%

PROGRAM
PERLINDUNG

PEREMPUAN

220,190,8
00

148,20
1,481

67%

Pencegahan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
Lingkup
Daerah
Kabupaten/Kot
a

35,923,00
0

30,004,
000

84%

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Kebijakan,
Program dan
Kegiatan
Pencegahan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
Lingkup
Daerah
Kabupaten/Kot
a

35,923,00
0

30,004,
000

84%

Penyediaan
Layanan
Rujukan
Lanjutan  bagi
Perempuan
Korban
Kekerasan
yang
memerlukan
Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kot
a

140,331,8
00

104,87
9,181

75%
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Penyediaan
Layanan
Pengaduan
Masyarakat
bagi
Perempuan
Korban
Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kot
a

22,980,80
0

22,450,
000

98%

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Penyediaan
Layanan
Rujukan
Lanjutan bagi
Perempuan
Korban
Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kot
a

117,351,0
00

82,429,
181

70%

Penguatan dan
Pengembanga
n Lembaga
Penyedia
Layanan
Perlindungan
Perempuan
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kot
a

43,936,00
0

13,318,
300

30%

Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Lembaga
Penyedia
Layanan
Penanganan
bagi
Perempuan
Korban
Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kot
a

43,936,00
0

13,318,
300

30%

PROGRAM
PERLINDUNG
AN  KHUSUS
ANAK

352,549,8
00

308,00
3,515

87%
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Pencegahan
Kekerasan
Terhadap

Anak yang
Melibatkan
para Pihak
Lingkup
Daerah
Kabupaten/Kot
a

100,075,0
00

99,975,
000

100

Advokasi  dan
pendampingan
Perangkat
Daerah dalam
pelaksanaan
kebijakan/prog
ram/ kegiatan
pencegahan
KTA

100,075,0
00

99,975,
000

100

Penyediaan
Layanan bagi
Anak yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus yang
Memerlukan
Koordinasi
Tingkat

Daerah
Kabupaten/Kot
a

118,024,8
00

77,880,
015

66%

Koordinasi
Pelaksanaan
Layanan
AMPK

118,024,8
00

77,880,
015

66%

Penguatan dan
Pengembanga
n Lembaga
Penyedia
Layanan bagi
Anak yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus
Tingkat

Daerah
Kabupaten/Kot
a

134,450,0
00

130,14
8,500

97%

Pengembanga
n Lembaga
Penyedia
LayananAMPK
tingkat
Kabupaten/kot
a

34,450,00
0

31,467,
000

91%
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Penguatan
jejaring  antar
lembaga
penyedia
layanan
perlindungan
bagi AMPK
tingkat daerah
kabupaten/kot
a

100,000,0
00

98,681,
500

99%

URUSAN
PEMERINTAH
AN  BIDANG
PENGENDALI
AN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA

#DIV
/0!

PROGRAM
PENGENDALI

A
PENDUDUK

727,197,5
00

668,92
8,000

92%

Pemaduan dan
Sinkronisasi
Kebijakan
Pemerintah
Daerah

Provinsi

dengan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kot
a dalam
rangka
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk

214,862,5
00

201,19
0,000

94%

Penyerasian
Kebijakan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten/Kot
a terhadap
Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan
, dan Keluarga
Berencana
(Bangga
Kencana)

214,862,5
00

201,19
0,000

94%

Pemetaan
Perkiraan
Pengendalian
Penduduk
Cakupan
Daerah
Kab/Kota

512,335,0
00

467,73
8,000

91%
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Pembinaan

dan
Pengawasan
Penyelenggara
an Sistem
Informasi
Keluarga

59,935,00
0

23,538,
000

39%

Pencatatan
dan
Pengumpulan
Data Keluarga

272,400,0
00

264,20
0,000

97%

Pengolahan
dan Pelaporan
Data
Pengendalian
Lapangan dan
Pelayanan KB

180,000,0
00

180,00
0,000

100

PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB)

11,887,41
9,389

10,651,
224,27
4

90%

Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi  dan
Edukasi  (KIE)
Pengendalian
Penduduk dan
KB sesuai
Kearifan
Budaya Lokal

2,816,435
,739

2,463,2
64,329

87%

Promosi dan
KIE  Program
KKBPK Melalui
Media Massa
Cetak dan
Elektronik

serta Media
Luar Ruang

100,000,0
00

99,943,
500

100
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Pelaksanaan
Mekanisme
Operasional
Program
KKBPK Melalui
Rapat
Koordinasi
Kecamatan
(Rakorcam),
Rapat
Koordinasi
Desa
(Rakordes),

dan Mini
Lokakarya
(Minilok)

457,185,0
00

452,21
9,500

99%

Pengelolaan
Operasional

dan Sarana di
Balai
Penyuluhan
Bangga
Kencana

1,933,019
,739

1,635,3
36,329

85%

Pengendalian
Program
KKBPK

326,231,0
00

275,76
5,000

85%

Pendayagunaa
n Tenaga
Penyuluh
KB/Petugas
Lapangan KB
(PKB/PLKB)

773,949,0
00

744,00
0,000

96%

Pembinaan
IMP dan
Program
KKBPK di Lini
Lapangan oleh
PKB/PLKB

29,949,00
0

0%

Penggerakan
Kader Institusi
Masyarakat
Pedesaan
(IMP)

744,000,0
00

744,00
0,000

100

Pengendalian
dan
Pendistribusia
n  Kebutuhan
Alat dan Obat
Kontrasepsi
serta
Pelaksanaan
Pelayanan KB
di Daerah
Kabupaten/Kot
a

7,292,362
,650

6,552,6
80,945

90%
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Pengendalian
Pendistribusia
n Alat dan
Obat
Kontrasepsi
dan Sarana
Penunjang
Pelayanan KB
ke Fasilitas
Kesehatan
Termasuk
Jaringan  dan
Jejaringnya

92,700,00
0

18,315,
000

20%

Peningkatan
Kesertaan
Penggunaan
Metode
Kontrasepsi
Jangka
Panjang
(MKJP)

4,603,605
,000

4,126,4
25,771

90%

Penyediaan
Sarana
Penunjang
Pelayanan KB

2,549,708
,650

2,361,6
33,174

93%

Pembinaan
Pelayanan
Keluarga
Berencana dan
Kesehatan
Reproduksi  di
Fasilitas
Kesehatan
termasuk
Jaringan  dan
Jejaringnya

46,349,00
0

46,307,
000

100
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Pemberdayaan
dan
Peningkatan
Peran serta
Organisasi
Kemasyarakat
an Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kot
a dalam
Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-

KB

1,004,672
,000

891,27
9,000

89%

Integrasi
Pembangunan
Lintas  Sektor
diKampung

KB

3,841,000

3,841,0
00

100

Pembinaan
Terpadu
Kampung KB

1,000,831
,000

887,43
8,000

89%

#DIV
/0!

PROGRAM
PEMBERDAY
AAN DAN
PENINGKATA
N KELUARGA
SEJAHTERA
(KS)

11,606,00
3,000

11,525,
474,79

99%

Pelaksanaan
Pembangunan
Keluarga
melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

11,606,00
3,000

11,525,
474,79

99%

Pengadaan
Sarana
Kelompok
Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
(BKB,  BKR,
BKL, PPPKS,
PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPP
KS)

306,000,0
00

297,92
0,000

97%
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Orientasi/Pelati
han Teknis
Pelaksana/Kad
er Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga
(BKB,  BKR,
BKL, PPKS,
PIK-R dan
Usaha
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Akseptor
(UPPKA)

50,000,00
0

49,875,
000

100

Penyediaan
Biaya
Operasional
bagi Pengelola
dan Pelaksana
(Kader)
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
(BKB,  BKR,
BKL, PPPKS,
PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPP
KS)

11,250,00
3,000

11,177,
679,79

99%

31,873,3
63,102

29,731,87
5,732

93%
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Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Jember ini memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember sebagai jabaran dari visi, misi dan
strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan

yang ditetapkan.

2.1.3. Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana Dinas Sosial

Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai

No | Nama Barang Jumlah asset yang dimiliki | Keterangan Jumlah Aset | Keterangan
(RP) Yang Tidak
Terpakai (RP)
Unit Rp. Unit Rp.
1 |[Tanah 3 7.704.500.000,00 - -
2 |Peralatan dan 2.211.934.074,00 - -
X 827
Mesin
3 |Gedung dan 18 5.215.056.832,00 - -
Bangunan
4 |Kendaraan 3.279.141.100,00 - -
37
Bermotor
5 |Jalan Irigasi 0 - -
. 0
dan Jaringan
6 |Aset Tetap - -
890 18.413.008.006,00

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Sosial Kabupaten Jember per
1 Desember 2021 sampai dengan 1 september 2025 sebesar Rp 18.413.008.006,-
(delapan belas milyar empat ratus tiga belas delapan ribu enam rupiah).
Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas
Sosial Kabupaten Jember, dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat
sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula
yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat
mendukung kinerja OPD tetap optimal.

Dan jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah sebagai

berikut:
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Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No Nama Barang Jumlah Asset Yang Dimiliki (Rp) Ke Jumlah Asset Yang Keteranga
t Tidak Terpakai (Rp) n
Unit (Rp) Unit (Rp)
1.3.1 TANAH 3 7.704.500.000,00
1.3.1.0 TANAH 3 7.704.500.000,00
1
1.3.2 PERALATAN DAN MESIN 364 5.491.075.174,00
1.3.2.0 ALAT BESAR 36.688.000,00
1 6
1.3.2.0 ALAT ANGKUTAN 3.279.141.100,00
2 77
1.3.2.0 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 1 14.400.000,00
3
1.3.2.0 ALAT PERTANIAN : R
4
1.3.2.0 ALAT KANTOR DAN RUMAH 980.258.641,00
5 TANGGA 655
1.3.2.0 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN 35.885.000,00
6 PEMANCAR 5
1.3.2.0 ALAT KEDOKTERAN DAN 68.236.700,00
7 KESEHATAN 14
1.3.2.0 ALAT LABORATORIUM
8
1.3.2.0 ALAT PERSENJATAAN 1 1.457.500,00
9
1.3.21 KOMPUTER 711.063.233,00
0 88
1.3.21 ALAT EKSPLORASI } R
1
1.3.21 ALAT PENGEBORAN ; R
2
1.3.21 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN ; R
3 DAN PEMURNIAN
1.3.21 ALAT BANTU EKSPLORASI j R
4
1.3.21 ALAT KESELAMATAN KERJA 10 339.575.000,00
5
1321 | ALAT PERAGA ] i
6
1.3.21 PERALATAN PROSES/PRODUKSI } R
7
1321 | RAMBU - RAMBU ] .
8
;.3.2.1 PERALATAN OLAH RAGA 7 24.370.000,00
1.3.3 GEDUNG DAN BANGUNAN 18 5.215.056.832,00
1.3.3.0 BANGUNAN GEDUNG 18 5.215.056.832,00
1
13.3.0 | MONUMEN ] i
2
1.3.3.0 BANGUNAN MENARA . R
3
1.3.3.0 TUGU TITIK KONTROL/PASTI } _
4
134 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI } R
1.3.4.0 JALAN DAN JEMBATAN } R
1
1.3.4.0 BANGUNAN AIR } R
2
1.3.4.0 INSTALASI } R
3
1340 | JARINGAN ] i
4
11L& ASET TETAP LAINNYA 5 2.376,000.00
1.3.5.0 BAHAN PERPUSTAKAAN 5 2.376,000.00
1.3.5.0 BARANG BERCORAK
2 KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAG - -
A
1350 | HEWAN ] i
3
1.3.5.0 BIOTA PERAIRAN } R
4
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1.3.5.0 TANAMAN

1.3.5.0 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA

1.3.5.0 | ASET TETAP DALAM RENOVASI

1.3.6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1.3.6.0 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

15.2 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

15.2.0 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

153 ASET TIDAK BERWUJUD

1.5.3.0 ASET TIDAK BERWUJUD

154 ASET LAIN-LAIN 623 2.692.564.648,00
1.5.4.0 | ASET LAIN-LAIN 623 2.692.564.648,00
1

ASET TETAP 890

18.413.008.006,00

ASET LAINNYA 623 2.692.564.648,00
TOTAL (ASET TETAP + ASET 1513 21.105.572.654,00
LAINNYA)

Pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Jember harus dilaksanakan secara professional, efektif dan
efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya
merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa
sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun
sarana dan prasarana.Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks
serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber
daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan
tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Jember harus dilaksanakan secara professional, efektif
dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya
merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa
sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun
sarana dan prasarana.Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks
serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber
daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan
tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan, Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
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2 Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Jember memiliki berbagai mitra dalam pemberian pelayanan
kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan , mitra ini berperan
penting dalam menjangkau PPKS, memberikan layanan kedaruratan, dan
melakukan koordinasi untuk rujukan ke panti sosial. Mitra Dinas Sosial Kabupaten
Jember dalam memberikan pelayanan sosial meliputi berbagai pihak, seperti PD
terkait/Kecamatan/Kelurahan/Desa, Pilar-Pilar Dinas Sosial/PSKS antara lain :
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana, Karang Taruna,
Pendamping Rehabilitasi Sosial, Puskessos, Pendamping PKH, PSM, hingga
orsos/LKS/LKSA yang memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan

sosial. Dan juga memberikan pelayanan terhadap permasalahan

Tugas mitra Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan pada PPKS (Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah membantu Dinas Sosial dalam memberikan
layanan sosial yang komprehensif dan terintegrasi. Ini mencakup kegiatan seperti
pendataan, verifikasi, validasi PPKS, pendampingan, dan penyaluran bantuan sosial,

serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Berikut adalah detail lebih lanjut tentang tugas-tugas mitra Dinas Sosial dalam

memberikan pelayanan pada PPKS:

1. Pendataan, Verifikasi, dan Validasi PPKS:

e Mitra Dinas Sosial membantu melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi
PPKS di wilayah kerjanya. Ini penting untuk memastikan bahwa data PPKS
akurat dan terpercaya, sehingga bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.

o Proses ini melibatkan pengecekan identitas PPKS, alamat, dan kondisi sosial
ekonomi mereka.

2. Pendampingan PPKS:

e Pendampingan bertujuan untuk memberikan dukungan dan bimbingan
kepada PPKS agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian
mereka.

e Pendampingan dapat meliputi berbagai aspek, seperti pendampingan
psikososial, pendampingan kesehatan, pendampingan pendidikan, dan
pendampingan ekonomi.

3. Penyaluran Bantuan Sosial:
e Mitra Dinas Sosial berperan dalam penyaluran bantuan sosial kepada PPKS
yang telah terverifikasi dan validasi.

e Bantuan sosial dapat berupa bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan
pendidikan, bantuan kesehatan, atau bentuk bantuan lainnya yang sesuai
dengan kebutuhan PPKS.
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4. Koordinasi dengan Stakeholder:

o Mitra Dinas Sosial juga berperan dalam mengkoordinasikan dengan berbagai
pihak terkait, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat (LSM), dan dinas terkait lainnya.

e Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan sosial yang
diberikan kepada PPKS berjalan efektif dan efisien.

5. Laporan dan Evaluasi:

e Mitra Dinas Sosial wajib membuat laporan bulanan tentang kegiatan dan hasil
yang telah dicapai dalam pelayanan PPKS.

e Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan perbaikan pelayanan
sosial yang diberikan kepada PPKS.

6. Pening katan Kualitas Hidup dan Kemandirian PPKS:

o Mitra Dinas Sosial berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan
kemandirian PPKS.

e Ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyediaan layanan
kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial ekonomi.

Dan untuk pemberdayaan perempuan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Kabupaten Jember, mitra kerja adalah sbb :

1. Lembaga Pemerintah : OPD terkait, dalam hal ini Bappeda, Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja, Aparat Penegak
Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), dan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

2. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial

- Organisasi Masyarakat: Kolaborasi dengan organisasi masyarakat untuk
mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Institusi Lain : Perguruan Tinggi, Media Masa, Dunia Uasaha/CSR

2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember
mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan perpustakaan dan
urusan kearsipan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten
Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan urusan sosial dan bidang
pemberdayaan Perempuan dan anak.Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut,
(Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember memiliki
fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan
bidang Kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Jember.
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Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember

Terdapat

beberapa

permasalahan yang dihadapi

oleh Dinas

di

Sosial

tengah upaya

menjalankan tugas dan fungsinya.Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Adapun

pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Anak Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Anak Kabupaten Jember

No.

Masalah Pokok

Rumusan Masalah

Akar Masalah

Penurunan Angka

PPKS

[Kompleksitas

[Permasalah PPKS

1. Penurunan PPKS tidak bisa

hanya dengan melaksanakan

pemberian bantuan saja tanpa

adanya dorongan untuk

pemberdayaan PPKS secara

mandiri, Pemberian  bantuan

meskipun penting untuk

memenuhi kebutuhan dasar,

tidak dapat mengatasi masalah

struktural menyebabkan

yang
seseorang menjadi PPKS.
2. Belum optimalnya
pemberdayaan mandiri (pelatihan
dan keterampilan), sebagai upaya
untuk mengembangkan potensi
dan kemampuan individu PPKS
agar mereka dapat menjadi lebih
mandiri

dan mampu mengatasi

masalah yang mereka hadapi.

Keakuratan Data

PPKS

[Masih banyak bantuan
yang diberikan tidak

tepat sasaran

Kualitas DTKS perlu diperbaiki

dan diperbarui, sehingga data

DTKS lebih akurat dan relevan.

Pengoptimalan
perlindungan dan
jaminan sosial
bagi Penyandang
Masalah
Kesejahteraan

Sosial

[Masih banyaknya PPKS
yang

mendapatkan

belum
perlindungan dan
jaminan sosial dalam

kebutuhan dasar

kesadaran dan
PPKS

1. Kurangnya
pemahaman dalam
memenuhi/mencukupi

persyaratan untuk

2. Masih banyak PPKS yang
belum terdata dan dimasukkan
pada Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS)

Pengoptimalan
pelayanan PPKS

melalui PSKS

Belum
bimtek

optimalnya
IT dan sarana|

[prasarana bagi PSKS

Belum ada pendataan PPKS oleh
PSKS di lapangan dan belum
tersedianya anggaran penunjang

kegiatan
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Pelayanan
Gelandangan
Pengemis, ODGJ,
dan Orang

Terlantar di

UPT

Belum optimalnyal

sarana prasarana
[penanganan
Gelandangan

Pengemis, ODGJ, dan

Kurangnya SDM di UPT Liposos,
serta bangunan tempat
singgah/ruang  klien kurang

memadai.

Liposos Orang Terlantar di UPT

Liposos
GENDER DAN Kesetaraan gender Pemahaman terhadap gender dan
ANAK merupakan PUG belum optimal baik dari

permasalahan lintas
sector (crosscutting
issues) yang
dilaksanakan melalui
Strategi
Pengarusutamaan
Gender (PUG) untuk
meningkatkan askes
partispasi kontrol dan
manfaat bagi gender.
Namun PUG belum
menjadi menjadi
sasaran utama dalam
pembangunan mulai
dari tingkat desa

sampai dengan

masyarakat, swasta maupun

sektor
Lain
SDM dan

Kompetensi sarana

kurang

mendukung

belum tersistem dan

belum

dilaksanakan  secara
optimal dalam
pembangunan di
semua sektor. Data
terpilah gender
merupakan upaya
untuk melihat
ketidaksetaraan

gender termasuk
anak, difabel, lansia

dan bayi stunting.

provinsi
Pengumpulan data| Belum semua sector memahami
Gender dan anak| pemenuhan hak anak melalui 5

klaster dan 24 indikator

Belum ada/belum disusun sistem

aplikasi yang optimal

Pemenuhan Hak Anak

yang dituangkan

Kompetensi SDM dan  sarana

kurang mendukung dan
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dalam 5 klaster dan
24 Indikator Kabkota
Layak Anak
dipahami oleh banyak

belum
sektor sebagai upaya
pemenuhan Hak Anak
wajib
oleh

yang
dilaksanakan
pemerintah di semua|

bidang.

kurangnya pemahaman OPD

tentang pemenuhan hak anak.

Masih maraknya

kasus pidana pada
perempuan dan anak

mulai dari kekerasan,

Belum terbentuknya kelompok

yang

membantu dalam

masyarakat peduli dan
penanganan

kekerasan pada perempuan dan

tindak perdagangan| anak
manusia, dan lain -
ain. Kurang pahamnya  masyarakat
akan undang-undang
perlindungan perempuan  dan
anak.
STUNTING Tingginya tingkat| Implementasi undang-undang
TINGGI pernikahan pada usia | pernikahan kurang maksimal.
anak
Belum optimalnya KIE
pendewasaan usia pernikahan.
Budaya pernikahan muda yang
masih ada.
Tingginya angka| Kurang pahamnya PUS akan
stunting penyebab stunting dan

penanggulangan stunting.

Kurangnya kegiatan-kegiatan KIE

stunting.
Kurangnya kegiatan-kegiatan
pendewasaan pernikahan pada
remaja.
Partisipasi masyarakat terhadap

kegiatan Kelompok Bina Keluarga
Balita (BKB) masih rendah

Kurangnya koordinasi dan sinergi
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program KB di Kader Posyandu

Tidak adanya  datal Belum ada/belum disusun sistem
stunting aplikasi yang optimal
8 TINGGINYA Rendahnya Rendahnya pengetahuan
ANGKA pemahaman masyarakat akan pentingnya
masyarakat terhadap | Program Layanan KB.
KEMATIAN IBU
DAN BAYI Program Layanan KB | Rendahnya pengetahuan
dan Kesehatan| masyarakat terhadap  program
Reproduksi (Kespro)| Kesehatan Reproduksi.
untuk merencanakan
waktu dan
jarak kehamilan serta
jumlah anak yang|
ideal.
9 PEMBERDAYAAN |Rendahnya Kurang maksimalnya masyarakat
PEREMPUAN keterlibatan untuk turut  serta dalam
perempuan dalam| pengambilan keputusan.
parlemen, pengambil
keputusan dan Kurangnya kegiatan bimbingan,
perekonomian pelatihan dan bantuan modal
usaha.
10 PELAYANAN KB|Masih tingginya laju]l Budaya masih menganggap KB
DAN KS pertubuhan penduduk | masih belum penting.
Rendahnya kesadaran
masyarakat tentang ber KB pasca
persalinan dan Metode
Kontrasepsi  Jangka Panjang
(MKJP)
Kurangnya informasi kepada
masyarakat bahwa ber KB itu
gratis.
Kurangnya PLKB yang rasionya
masih kurang, dimana masing-
masing desa minimal 1 desa 1
PLKB.
11 UNMET NEED|Rendahnya Kurangnya pemahaman
MASIH pemahaman masyarakat
masyarakat terhadap
TINGGI, PA terhadap metode dan alat
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MASIH 70 %

program keluarga

berencana

kontrasepsi

bagi perempuan dan laki-laki

Kekhawatiran akan efek samping

terhadap pelayanan KB

Paradigma  kultural terhadap

larangan

ber-KB di masyarakat yang masih

kuat.

RS Daerah tidak mempunyai
peralatan untuk pelaksanaan
MKJP kususnya MOW dan MOP.

Peralatan pelayanan KB di faskes

perlu pembaruan.

12

PARTISIPASI
MASYARAKAT

Peningkatan kegiatan
— kegiatan kelompok

Keluarga Sejahtera

DIbutuhkan peningkatan untuk
nenumbuhkembangkan institusi
guna menungjang suksesnya
partisipasi masyarakat melalui
kelompok BKB, BKL, BKR, BKL,
PIK R, Griya Asih.

Kurangnya  pembinaan pada
kelompok masyarakat usaha
melalui UPPKS.
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2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam
RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara

lebih detail sebagai berikut ini.

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Anak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

Jember terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No Misi Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. [Misike 1: a. Tersedianya  anggaranj. Keterbatasan alokasi anggaran

Pengentasan yang memadai yang| dalam melaksanakan

Kemiskinan dialokasikan untuk perpbangunan lfesejahteraan

dan melaksanakan program | sosial yang Dbertujuan untuk

. kegiatan pemberian| pengentasan kemiskinan

Perl.mdungan bantuan dan pelayanan [b. Standar Operasional Prosedur

Sosial yang sosial terhadap PPKS (SOP) pada masing-masing unit

Merata b. Struktur organisasi| pelayanan/ semua bidang
Dinas Sosial Kabupaten | pelayanan dan belum benar-
Jember yang  sesuai| benar dipahami oleh pelaksana
dengan tugas pokok| pelayanan;
dan fungsi yangjc. Data calon penerima
diemban dan diatur,| bantuan/PPKS belum akurat,
serta tersedianya SDM| sehingga bantuan yang akan
dan tenaga teknis yang diberikan  bisa tidak  tepat
mendukung sasaran
pelaksanaan tugasid. Lemahnya koordinasi antar
pokok dan fungsi| instansi dan organisasi
pelayanan bidang| masyarakat dalam penanganan
pemerintahan sosial; PMKS ;

c. Keakuratan data PPKS/ f. Sarana prasarana kurang
calon penerima] memadai sehingga pelayanan
bantuan pada PPKS tidak bisa

d. Dukungan dari Mitra| dilaksanakan secara optimal.
OPD/ stakeholder]
dalam upaya
penanganan PPKS

e. Ketersediaan sarana
prasarana  pendukung
operasional yang
memadai, yang dapat
meningkatkan
aksesibilitas
PPKS/Masyarakat
terhadap layanan,
meningkatkan
kenyamanan dan
keamanan selamal
proses pelayanan, serta
mendukung kinerja
petugas layanan.

2. Misi ke 2 : a. Efisiensi  dan efektivitas|A. Keterbatasan alokasi anggaran dalam
Mewujudkan SDM pemanfaatan meningkatkan pembangunan sarana
yang Religius, anggaran/tersedianya dan prasarana Bidang Pemberdayaan
Unggul dan Setara anggaran pada Dinas perempuan dan perlindungan anak

Pemberdayaan Perempuan, dan Bidang kependudukan dan
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No Misi

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

Perlindungan  Anak  dan

Keluarga Berencana
Kabupaten Jember setiap
tahun

b. Adanya  struktur organisasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten
Jember Kabupaten Jember
yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi  yang|

diemban dan diatur serta
tersedianya SDM dan tenaga
teknis yang mendukung
pelaksanaan  tugas pokok
dan fungsi pelayanan bidang
pemberdayaan  perempuan
dan perlindungan anak dan
bidang kependudukan dan
keluarga berencana.
Adanya target
kinerja/indikator terkait
kinerja yang harus dicapai
oleh OPD di Bidang
Pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak dan
Bidang kependudukan dan
keluarga berecana

C. Kualifikasi teknis atau

keluarga berecana

B. Standar Operasional Prosedur (SOP)
pada masing-masing unit
pelayanan/semua bidang pelayanan

dan belum benar-benar dipahami oleh
pelaksana pelayanan

Terbatasnya sarana dan  prasarana
yang berkaitan  dengan Bidang
Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan Bidang

kependudukan dan keluarga berecana
Kompetensi
Sumber Daya  Manusia belum
sepenuhnya sebanding dengan jumlah
personil unit pelayanan pada Bidang
Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan Bidang
kependudukan dan keluarga berecana
termasuk beban kerja yang diemban

2.2.1.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia disusun untuk memandu arah

kebijakan dan program Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam periode 2025-

2029, dengan berfocus pada isu strategis antara lain kemiskinan, pemberdayaan,

lansia, perubahan iklim, lingkungan inklusif, dan Pembangunan berkelanjutan. Dan

juga menekankan pentingnya tarnsformasi dan inovasi dalam pelaksanaan program

dan kegiatan,

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L

Permasalahan Perangkat
Daerah terkait Sasaran

Renstra K/L

Penanganan
Permasalahan PPKS

- Kurangnya

kesulitan

Dinas

Kabupaten/Kota dan| mendukung
Kementerian Sosial Rl penanganan
menyebabkan | seperti peraturan

duplikasi atau| perundang- kompeten dan terlatih

kekosongan program. undangan dan| dapat menghambat

- Perbedaan kebijakan| program-program | efektivitas penanganan
Dinas Sosial | sosial. PPKS.

Kabupaten/Kota dan| -SDM yang| 3. Birokrasi yang  rumit

Kementerian  Sosial RIf kompeten

menyebabkan | terlatih

koordinasi| -Kebijakan

Faktor
Pendukung Penghambat
1.Keterbatasan anggaran
Sosial| pemerintah ~ yang| dapat menghambat

dalam| bidang sosial dapat

pelaksanaan  program dan
PPKS, | kegiatan penanganan PPKS.
2.Kurangnya SDM yang

dan| dapat menghambat proses
dalam| penanganan PPKS dan
mengurangi efektivitas
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pelaksanaan program. meningkatkan
- Sistem informasi  yang| efektivitas
tidak terintegrasi antara | penanganan PPKS.
Dinas Sosial | - Kerja sama
Kabupaten/Kota dan| dengan lembaga
Kementerian Sosial RI lain, seperti LSM,
dapat menghambat | organisasi
perencanaan dan| masyarakat, dan
pelaksanaan program. pemerintah

daerah, dapat

meningkatkan
sumber daya
efektivitas

penanganan PPKS.

dan

program.
4. Kurangnya koordinasi
antara lembaga-lembaga
yang terkait dapat
menghambat efektivitas
penanganan PPKS.

5. Keterbatasan
infrastruktur, seperti
fasilitas  dan peralatan,
dapat menghambat
pelaksanaan program dan
kegiatan penanganan PPKS.
7. Kurangnya data yang
akurat tentang PPKS dapat
menghambat perencanaan

dan pelaksanaan program
yang efektif.
Permasalahan Faktor
Sasaran Renstra K/L Perangkat Daerah Pendukung Penghambat
terkait Sasaran
Renstra K/L
Peningkatan Kurangnya Koordinasi | - Penyusunan kebijakan| 1. Kurangnya Pemahaman
Masyarakat yang antara DPPPAKB| yang responsif  gender| tentang Gender
setara dan Religius dengan  stakeholder| dengan Mengalokasikan| 2 Budaya Patriarki yang
dalam memberikan| dana pembangunan| Mengakar
pelayanan untuk program-program| 3.  Ketimpangan  Akses
masyarakat untuk| pemberdayaan terhadap Informasi dan
program perempuan dan| Pendidikan
pembangunan kesetaraan gender, serta | 4. Minimnya Sosialisasi dari
Gender Kegiatan  sosialisasi dan| Pemerintah
pelatihan kesetaraan| 5, Minimnya anggaran
gender di tingkat desa,| sehingga banyak program
sekolah, dan institusi| yang belum dilaksanakan
publik.

Meningkatnya Korban
Kekerasan  terhadap
Perempuan dan Anak

-Penguatan UPTD PPA

(Unit Pelaksana  Teknis
Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak)
sebagai pusat layanan
terpadu untuk korban.
Kerjasama pemerintah
dan stakeholder untuk
memberikan sosialusasi
dan  edukasi kepada
seluruh lapisan
masnyarakat

-Penyediaan Layanan
Gratis dan Ramah
Korban

Seperti konseling,

bantuan hukum, shelter,
visum medis, dll.

Kurangnya Edukasi Gender

Banyaknya kasus tidak
dilaporkan karena rasa
takut, malu, stigma sosial,

atau ketidakpercayaan
terhadap aparat hukum.
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2.2.1.3 Telaahan Renstra Provinsi

Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mengidentifikasi potensi,

peluang,

dan tantangan pelayanan sosial

sebagai

masukan penting dalam

perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas

Sosial Kabupaten Jember, dan merupakan proses penting untuk harmonisasi dan

sinergi antara Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan Renstra Dinas Sosial

Provinsi Jawa Timur, yang didalamnya memuat karakteristik suatu isu strategis,

dimana adalahkondisi

atau hal yang

bersifat penting,

mendasar,

berjangka

panjang,mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan mentukan tujuan di

masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penjelasan lebih detail tentang Rencana Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Jember, dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk

lima (5) tahun ke depan, yang mencakup tentang permasalahan pelayanan dapat

dijabarkan dalam table di bawah ini: Table dinsos :

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran

Provinsi
Permasalahan Perangkat Faktor
Sasaran Renstra
Provinsi Daerah terkait Sasaran Pendukung Penghambat
Renstra Provinsi
1.Penanganan -Kurangnya koordinasi antara| -Kerja sama yang baik -Kurangnya
Permasalahan Dinas Sosial Kabupaten/Kota| antara Dinas Sosial | koordinasi antara
PPKS dan Dinas Sosial ProvinsiJawa | Kabupaten/Kota dan Dinas| Dinas Sosial
Timur dapat  menyebabkan| Sosial Provinsi Jawa Timur| Kabupaten/Kota dan
duplikasi atau kekosongan| dapat meningkatkan | Dinas Sosial Provinsi
program efektivitas penanganan|Jawa Timur dapat
-Perbedaan  kebijakan antara| PPKS. menghambat
Dinas Sosial Kabupaten/Kota| -Kebijakan yang mendukung | efektivitas
dan Dinas Sosial Provinsi Jawa | penanganan  PPKS dapat| penanganan PPKS.
Timur dapat  menyebabkan| meningkatkan efektivitas| -Keterbatasan
kesulitan dalam  pelaksanaan| program. sumber daya, seperti
program. -Sumber daya yang| anggaran dan SDM,
-Sistem informasi yang tidak | memadai, seperti anggaran | dapat menghambat
terintegrasi antara Dinas Sosial | dan SDM, dapat| pelaksanaan
Kabupaten/Kota  dan Dinas| meningkatkan efektivitas| program.
Sosial Provinsi Jawa Timur| penanganan PPKS. -Kurangnya
dapat menghambat| -Sistem informasi  yang| kapasitas SDM di
perencanaan dan pelaksanaan | terintegrasi dapat| tingkat
program. meningkatkan efisiensi dan| kabupaten/kota
-Perbedaan  prioritas antara| efektivitas penanganan| dapat menghambat
Dinas Sosial Kabupaten/Kota| PPKS. efektivitas
dan Dinas Sosial Provinsi Jawa | -Partisipasi masyarakat| penanganan PPKS.
Timur dapat menyebabkan| dalam  penanganan PPKS| -Sistem informasi
kesulitan dalam  pelaksanaan| dapat meningkatkan | yang tidak
program. kesadaran dan kepedulian| terintegrasi dapat
terhadap masalah sosial. menghambat
perencanaan dan
pelaksanaan
program.
-Kurangnya
akuntabilitas  dalam
pelaksanaan
program dapat
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2. Peningkatan
Masyarakat yang
setara dan Religius

- Kurangnya koordinasi
DPPPAKB kabupaten  jember
dengan Kementian PPPA yang

menyebabkan adanya
kekosongan  program dan
anggaran sehingga ada
kekosongan pogram

Kerjasama yang baik antara

stakeholder dan
Kementerian dapat|
meningkatkan efektivitas

kegiatan.
Kebijakan yang mendukung
tentang program

pembangunan gender

Peran serta masyarakat
dalam program
Pembangunan Gender serta
permasalahan terkait|
dengan kekerasan terhadap
anak dan perempuan

menghambat
efektivitas
penanganan PPKS.
-Birokrasi yang rumit
dapat menghambat
proses penanganan
PPKS dan
mengurangi
efektivitas program.

Kurangnya
koordinasi dengan
stake holder serta
kementerian  PPPA
dapat menyebabkan
program dan
kegiatan bisa tidak
terlaksana,
kekurangan
anggaran dalam
kegiatan dapat juga
menjadi kendala dari
target kegiatan yang
sudah direncanakan
yang mengakibatkan
capaian kegiatan dan
sasaran jauh dari
harapan

2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Jember ditetapkan melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035).

Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah

kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan,

pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan

demikian,dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan (Nama Perangkat

Daerah) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan perpustakaan dan

urusan kearsipan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas

Sosial Kabupaten Jember yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:
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Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten
Jember ditinjau dari implikasi RTRW
Telaah RTRW terkait

No. Tupoksi Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. | Pelayanan Sosial yang -Perencanaan yang Tepat: RTRW -Kurangnya pengintegrasian
Memadai yang tepat dapat memfasilitasi| antara RTRW dan perencanaan

perencanaan pelayanan Dinas Sosial | pelayanan Dinas Sosial  dapat
yang efektif dan efisien. menghambat efektivitas
-Pengalokasian lahan yang tepat pelayanan.
untuk fasilitas sosial dapat| -Keterbatasan  lahan dapat|
meningkatkan  aksesibilitas dan| menghambat pengembangan
kualitas pelayanan. fasilitas sosial dan mengurangi

-Pengembangan infrastruktur yang| aksesibilitas pelayanan.
memadai  dapat meningkatkan| -Perubahan tata ruang yang

aksesibilitas dan kualitas pelayanan | tidak terkendali dapat|
Dinas Sosial. menghambat perencanaan dan
-Koordinasi yang baik antara Dinas pelaksanaan pelayanan Dinas
Sosial dan lembaga lainnya dalam Sosial.

perencanaan RTRW dapat| -Kurangnya partisipasi

meningkatkan efektivitas pelayanan. | masyarakat dalam perencanaan
RTRW  dapat menghambat

2. Perwujudan pusat Perencanaan yang Tepat: RTRW]| efektivitas pelayanan  Dinas
pelayanan terpadu yang tepat dapat memfasilitasi| Sosial, pemberdayaan
korban kekerasan anak | perencanaan pelayanan terpadu| perempuan  dan perlindungan
dan perempuan yang yang tangguh dan terpercaya anak
memadai -inovasi program layanan berbasis -Keterbatasan  sumber daya

digital untuk mempermudah| dapat menghambat
layanan yang kualitas . pelaksanaan RTRW dan
-Pengembangan infrastruktur yang| pelayanan Dinas Sosial,

memadai  dapat meningkatkan| pemberdayaan perempuan dan
aksesibilitas dan kualitas pelayanan | perlindungan anak.

Dinas Sosial.

-Koordinasi yang baik antara Dinas
Sosial dan lembaga lainnya dalam
perencanaan RTRW dapat
meningkatkan efektivitas pelayanan

2.1.2.5 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.
Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan
kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember ditinjau dari

impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten
Jember ditinjau dari implikasi KLHS

No. Telag h KLHS. Faktor Pendorong Faktor Hambatan

terkait Tupoksi

1. Pengembangan -Pengintegrasian Lingkungan:| -Kurangnya
pelayanan Dinas Sosial| KLHS dapat memfasilitasi| pengintegrasian KLHS
yang berkelanjutan pengintegrasian lingkungan| dalam perencanaan dan

dalam perencanaan dan| pelaksanaan pelayanan
pelaksanaan pelayanan  Dinas| Dinas Sosial dapat
Sosial. menghambat efektivitas
-Pengurangan Risiko: KLHS dapat | pelayanan.
membantu mengidentifikasi dan | -Keterbatasan sumber daya
mengurangi risiko  lingkungan| dapat menghambat
yang terkait  dengan pelayanan| pelaksanaan  KLHS dan
Dinas Sosial, pengembangan pelayanan
-Peningkatan Kualitas Pelayanan: | Dinas Sosial yang
KLHS dapat membantu| berkelanjutan.
meningkatkan kualitas pelayanan | -Kurangnya kesadaran
Dinas Sosial dengan| lingkungan di kalangan
mempertimbangkan faktor| petugas Dinas Sosial dapat
lingkungan. menghambat  pelaksanaan
-Pengembangan  Berkelanjutan:| KLHS dan  pengembangan
KLHS dapat memfasilitasi| pelayanan yang
pengembangan berkelanjutan| berkelanjutan.
dalam pelayanan Dinas Sosial. -Kompleksitas isu
lingkungan dapat
menghambat  pelaksanaan
KLHS dan  pengembangan
pelayanan Dinas Sosial
yang efektif.

2. Pengenmbangan inovasi | Pengintegrasian Lingkungan:| Belum terealisasinya
layanan pemberdayaan| KLHS dapat memfasilitasi| inovasi  layanan public
perempuan dan| kebutuhan dalam  perencanaan| berbasis teknologi digital
perlindungan anak yang| dan pelayanan| sebagai sarana layanan
berkesinambungan  dan| berkesinambungan dan terpadu | yang cepat, tepat terpadu
berkelanjutan.

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

1). Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah :

Pelayanan pada PPKS Dinas Sosial bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar PPKS. Dalam penentuan isu-isu

strategis, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Identifikasi Kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang
dihadapi oleh PPKS.

2. Analisis Isu: Menganalisis isu-isu strategis yang terkait dengan PPKS, seperti
kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesehatan.

3. Pengembangan Program: Mengembangkan program-program yang tepat
untuk memenuhi kebutuhan PPKS dan mengatasi isu-isu strategis.

4. Kerja Sama: Membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk

meningkatkan efektivitas pelayanan.
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5. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

program-program yang telah dilaksanakan untuk memastikan efektivitasnya.

Isu-isu strategis yang perlu dipertimbangkan dalam pelayanan PPKS antara lain:

1. Kemiskinan dan Ketimpangan: Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial
yang dihadapi oleh PPKS.

2. Pengangguran dan Keterampilan: Meningkatkan keterampilan dan
kesempatan kerja bagi PPKS.

3. Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Memenuhi kebutuhan dasar
PPKS, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

4. Pengembangan Masyarakat: Meningkatkan kemampuan dan kesadaran
masyarakat dalam membantu PPKS.

Dengan demikian, pelayanan pada PPKS Dinas Sosial dapat efektif dalam

meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar PPKS.

2). Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
dapat meliputi beberapa hal berikut:

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat: Meningkatkan kesejahteraan
sosial masyarakat Jawa Timur, terutama bagi mereka yang rentan dan
membutuhkan bantuan.

2. Pengurangan Kemiskinan: Mengurangi jumlah penduduk miskin dan
meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Jawa Timur.

3. Peningkatan Pelayanan Sosial: Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas
pelayanan sosial bagi masyarakat Jawa Timur, terutama bagi mereka yang
membutuhkan.

4. Pengembangan Kapasitas Lembaga Sosial: Mengembangkan kapasitas
lembaga sosial dan masyarakat dalam menangani masalah sosial di Jawa
Timur.

5. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial: Menguatkan sistem perlindungan

sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
3). Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada Dinas Sosial dapat meliputi beberapa

hal berikut:

1. Pengalokasian Fasilitas Sosial: RTRW dapat mempengaruhi pengalokasian
fasilitas sosial seperti panti sosial, pusat rehabilitasi, dan fasilitas lainnya yang

terkait dengan pelayanan PPKS.
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. Aksesibilitas: RTRW dapat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap

fasilitas sosial dan pelayanan PPKS.

3. Pengembangan Infrastruktur: RTRW dapat mempengaruhi pengembangan
infrastruktur yang mendukung pelayanan PPKS, seperti jalan, transportasi,
dan fasilitas lainnya.

4. Pengintegrasian Pelayanan: RTRW dapat memfasilitasi pengintegrasian
pelayanan PPKS dengan pelayanan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan,
dan pekerjaan.

5. Pengembangan Masyarakat: RTRW dapat mempengaruhi pengembangan

masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial, yang berdampak pada

pelayanan PPKS.

Dengan demikian, RTRW dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi
pelayanan PPKS pada Dinas Sosial, dan perlu dipertimbangkan dalam

perencanaan dan pelaksanaan pelayanan.

5). Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dapat

meliputi beberapa hal berikut:

1. Pengintegrasian Lingkungan: KLHS dapat memfasilitasi pengintegrasian
lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan PPKS.

2. Pengurangan Risiko: KLHS dapat membantu mengidentifikasi dan
mengurangi risiko lingkungan yang terkait dengan pelayanan PPKS.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan: KLHS dapat membantu meningkatkan
kualitas pelayanan PPKS dengan mempertimbangkan faktor lingkungan.

4. Pengembangan Berkelanjutan: KLHS dapat memfasilitasi pengembangan

berkelanjutan dalam pelayanan PPKS.

ul

. Pengelolaan Sumber Daya Alam: KLHS dapat membantu pengelolaan sumber
daya alam yang terkait dengan pelayanan PPKS.
6). Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis
tersebut.
Metode penentuan isu-isu strategis pada Dinas Sosial dapat meliputi beberapa
hal berikut:
1. Analisis SWOT: Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman
yang dihadapi oleh Dinas Sosial.
2. Analisis Stakeholder: Menganalisis kebutuhan dan kepentingan stakeholder
yang terkait dengan Dinas Sosial.
3. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data tentang kondisi sosial, ekonomi, dan

politik yang relevan dengan Dinas Sosial.
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4. Konsultasi Publik: Melakukan konsultasi publik dengan masyarakat dan

stakeholder untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi mereka.

Hasil penentuan isu-isu strategis pada Dinas Sosial dapat meliputi beberapa hal

berikut:

1. Identifikasi Isu-isu Prioritas: Mengidentifikasi isu-isu prioritas yang perlu
ditangani oleh Dinas Sosial.

2. Penetapan Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai oleh Dinas Sosial.

3. Pengembangan Strategi: Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Pengalokasian Sumber Daya: Mengalokasikan sumber daya yang tersedia

untuk mencapai tujuan dan sasaran.
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Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi : : .
Daerah yang ow KLHS Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD
menjadi Permasalahan PD su yang Isu Strategis PD
relevan dengan PD . :
Kewenangan Global Nasional Regional
PD
Infrastruktur/ | Keterbatasan fasilitas| Dampak lingkungan| Perubahan iklim| Kualitas lingkungan| Keterbatasan Mengurangi kemiskinan
Sarana yang memadai untuk| yang mungkin timbul| menjadi isu penting| yang buruk, seperti| aksesibilitas ke fasilitas| dan meningkatkan
Prasarana memberikan dari pembangunan|yang perlu ditangani| polusi udara dan air, | umum dan layanan| kesejahteraan PPKS
pelayanan yang efektif |infrastruktur/ melalui investasi| yang berdampak| sosial di wilayah regional | melalui program-program
kepada PPKS. sarana prasarana| berdampak dan| pada kesehatan|yang berdampak pada|yang tepat.
untuk pelayanan| kolaborasi lintas sektor | PPKS. PPKS.
PPKS. untuk mencapai target
pembangunan
berkelanjutan.
SDM Kurangnya pelatihan| Pengembangan SDM| Penggunaan teknologi| Pengembangan SDM . . Peningkatan kualitas
. . . Polusi udara di perkotaan .
dan pengembangan| yang berkelanjutan| digital dalam pelayanan |yang berkelanjutan pelayanan PPKS melalui
. . yang dapat
SDM untuk| untuk  meningkatkan| PPKS yang dapat| sangat penting . pengembangan SDM dan
. . . - : . mempengaruhi : i
meningkatkan kualitas| kualitas pelayanan| meningkatkan kualitas| untuk meningkatkan peningkatan aksesibilitas
. kesehatan SDM dan
pelayanan PPKS PPKS dan kemampuan | pelayanan dan| kualitas  pelayanan kualitas pelavanan PPKS
SDM dalam| kemampuan SDM| PPKS dan pelay ’
menangani isu-isu| dalam menangani isu-| kemampuan SDM
lingkungan. isu lingkungan. dalam menangani
isu-isu lingkungan.
.. L Meningkatnya kasus C o
- Isu digilatalisasi global ; Keterbatasan Mengurangi terjadinya
Keterbatasan fasilitas kekerasan yang tidak A - -
. Kurangnya yang berdampak pada aksesibilitas ke fasilitas tindak kekerasan dan
terkait pelayanan terlaporkan oleh SR
. pemahaman dan pelayanan yang umum dan layanan memfasilitasi seluruh
Infrastruktur/ | pengaduan berbasis . . korban kekerasan . A . .
L implementasi layanan | berdampak kurang sosial di wilayah regional [|kebutuhan melalui
Sarana digital . . berdampak kurang R
yang berbasis maksimalnya layanan . yang berdampak pada layanan berbasis digital
Prasarana Lo ; maksimalnya
digitalisasi serta kolaborasi lavanan layanan pengaduan
stakeholder untuk N
. pembangunan
mencapai
Gender
pembangunan Gender
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Pengembangan SDM Pgr}ggunaan teknologi yang berkelanjutan

Kurangnya pelatihan| yang berkelanjutan digital dalam pelayanan sangat penting| Isu kurang pahamnya
. yang dapat . . DT . .
dan pengembangan| untuk  meningkatkan meninekatkan kualitas untuk meningkatkan | SDM di era digitalisasi| Peningkatan kualitas
SDM SDM untuk| kualitas pelayanan g kualitas  pelayanan| sehingga berdampak| pelayanan melalui
. . pelayanan dan

meningkatkan kualitas| kemampuan SDM dan kemampuan| pada kurang| pengembangan SDM
elayanan dalam menangani isu- kemampuan SDM SDM dalam| maksimalnya pelayanan
pelay . . g dalam menangani isu- L ya pelay

isu lingkungan. isu lingkungan menangani isu-isu

) lingkungan.

Pengembangan SDM
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan
misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan
Visi bupati Kabupaten Jember yaitu Wes Wayahe Mbenahi Jember Dengan
Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun
Jember dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak
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Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN SASARAN INDIKATOR Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 6
(2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030)
(02) (03) (04) (06) (7) g(; (09) gl) 11)
Menurunnya Persentase 10 10.2 10.3 10.5 106 11
Pemerlu Penurunan
Pelayanan Pelayanan
Kesejahteraan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) Sosial (PPKS)
dan (%)
Meningkatnya Indeks 0.5 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45
Masyarakat yang Kedalaman
Setara Kemiskinan
Rata-rata
Pendapatan
Penduduk Miskin 459.050 459.07Q 459.090 459.100 459.150 459.200
Indeks 85.85 86.17 86.5 86.83 8716 87.49
Pembangunan
Gender (IPG)
(Indeks)
Meningkatnya Persentase PPKY 90.1 90.2 90.3 90.4 90.5 90.5
Pelayanan pada yang
PPKS mendapatkan
pelayanan
kesejahteraan
sosial (%)
Meningkatnya Persentase PSKS 81 82 83 84 85| 86
Pelayanan yang berdaya (%)
Pemberdayaan
Sosial oleh PSKS
MENINGKATNYA Nilai SAKIP 76 77 78 79 8011 80.1
AKUNTABILITAS Perangkat Daeral
KINERJA DAN (Nilai)
EFEKTIVITAS
PENCAPAIAN
TARGET KINERJA
PERANGKAT
DAERAH
Meningkatnya Persentase Anak

Pelayanan

Korban

84 | 85



Korban
Kekerasan
terhadap
Perempuan dan
Anak

Kekerasan yang
Mendapatkan
Layanan
Komprehensif

Persentase
Perempuan
Korban
Kekerasana dan
TPPO yang
Mendapatkan
Layanan
Komprehensif

84

85

88

90

91

93

Meningkatnya
Tata Kelola
Taman Makam
Pahlawan

Cakupan Layanan
TMP

825

830

835

840

845

850
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TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

NSPK DAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE TARGET TAHUN KETERANGAN
SASARAN RPJMD 2024
YANG RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) 02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
1.06.2.08.0.00.02.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- Meningkatnya Menurunnya Persentase Penurunan 10 10.1 10.2 10.3 10.5 10.8 11
masyarakat yang | Pemerlu Pemerlu Pelayanan
setara dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
religius Kesejahteraan (PPKS) (%)
- Menurunnya Sosial (PPKS) Indeks Kedalaman 1.01 0.91 0.83 0.75 0.68 0.61 0.55
beban dan Kemiskinan (Indeks)
pengeluaran Meningkatnya
Setara Penduduk Miskin
Indeks Pembangunan 85.52 85.85 86.17 86.5 86.83 87.16 87.49
Gender (IPG) (Indeks)
Meningkatnya Pelayanan pada Persentase PPKS yang 90 90.1 90.2 90.3 90.4 90.5 90.5
PPKS mendapatkan pelayanan
kesejahteraan sosial (%)
Meningkatnya Pelayanan Persentase PSKS yang 80 81 82 83 84 85 86
Pemberdayaan Sosial oleh PSKS berdaya (%)
Meningkatnya Pelayanan Korban | Persentase Anak Korban 82 84 85 88 90 91 93
Kekerasan terhadap Perempuan | Kekerasan yang
dan Anak Mendapatkan  Layanan
Komprehensif
Persentase Perempuan 82 84 85 88 90 91 93
Korban Kekerasana dan
TPPO yang
Mendapatkan  Layanan
Komprehensif
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Meningkatnya Akuntabilitas Nilai SAKIP Perangkat 75.17 81 81.10 81.15 81.20 81.25 81.30
Kinerja dan Efektivitas Daerah (Nilai)

Pencapaian Target Kinerja

Perangkat Daerah

Meningkatnya Tata Kelola Taman | Cakupan Layanan 800 825 830 835 840 845 850

Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan
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CASCADING DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

5. RAYA - RATA PENCARATAN PENDUDUK MISKIN
A INDEKS FEMSANGUNAN GENDER HIPGI
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3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember selama
5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu
wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan
kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya.Strategi
dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah
sasaran.Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka

strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu
wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi.
Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan
pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan
guna menjamin keberlangsung dan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan
dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten
Jember.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Jember. memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang
pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di

bawah ini.
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Tabel 3.6. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI

: Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju

MISI ke 1 : Mengentaskan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang Merata
MISI ke 2 : Mewujudkan SDM Yang Religius, Unggul dan Setara

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Menurunnya Pemerlu|1l. Meningkatnya 1.Pendataan terpadu dan validasi|l. Meningkatkan Akurasi Data:
Pelayanan Kesejahteraan Pelayanan pada | data PPKS secara berkala Memastikan data PPKS akurat dan
Sosial (PPKS) dan| PPKS 2.Penguatan system| terkini untuk mendukung
Meningkatnya Masyarakat perlindungan  sosial, antara| pengambilan keputusan yang tepat.
yang Setara lain : 2.Meningkatkan Cakupan Perlindungan:

a. Bantuan Sosial yang terarah
: - PKH, PBID , BPNT dan
bantuan lainnya

- Tujuan meringankan

beban ekonomi agar tidak

jatuh ke kemiskinan
ekstrem

b. Jaminan Sosial (BRJS
Kesehatan)

c. Layanan sosial dasar

(kesehatan dan rumah layak

huni) untuk kelompok
rentan
3. Penguatan Rehabilitasi Sosial
pada PPKS , dengan|
memberikan bantuan 4.
kebutuhan dasar dan
pelayanan sosiall
lainnya(rujukan, reunifikasi,
pendampingan, pemulangan

ke daerah asal/keluarga)

. Mengurangi

3. Mendorong

4.

5.

Memperluas cakupan perlindungan
sosial bagi kelompok rentan dan
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS).

Kemiskinan dan
Kerentanan: Melalui bantuan sosial
dan layanan sosial dasar untuk
meringankan beban ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan.
Kemandirian dan
Pemulihan: Sistem perlindungan
sosial yang kuat dapat mendukung
pemulihan dan meningkatkan
kemandirian PPKS.

Meningkatkan Kesejahteraan PPKS:
Melalui rehabilitasi sosial yang fokus
pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Melalui kerja sama dan koordinasi
yang baik antar stakeholder untuk
penanganan PPKS yang lebih efektif.
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4. Peningkatan kolaborasi dan
sinergi dengan Stakeholder
(OPD terkait, sektor swasta,
masyarakat, dan PSKS)

2. Meningkatnyal.Pengez
Pelayanan
Pemberdayaan Sosial

oleh PSKS

mbanganKapasitas 1.Pengembanga
PSKS: Meningkatkan kapasitas

PSKS melalui
pengembangan kompetensi
untuk meningkatkan kualitas
pelayanan pemberdayaan sosial.
2.
Pemberdayaan:

program pemberdayaan yang efektif
untuk meningkatkan kemandirian

dan kualitas hidup klien.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan:

pelatihan dan

Pengembangan Program

Mengembangkan|

Meningkatkan kualitas  pelayanan
pemberdayaan sosial melalui
pengembangan sistem pelayanan

dan peningkatan kompetensi PSKS.
4. Kerja Sama dengan Stakeholder:

Meningkatkan kerja sama dengan sama d
meningkatkan meningkatkan kualitas p
pemberdayaan sosial dan kemampuan

sosial dan kemampuan dalam

menangani isu-isu sosial.

elayanan

nKebijakanyang
Mendukung Pemberdayaan Sosial

2.Meningkatkan alokasi sumber daya
untuk mendukung program-program
pemberdayaan sosial yang efektif.

3. Mengembangkan standar pelayanan
pemberdayaan sosial yang efektif dan
meningkatkan kualitas  pelayanan
PSKS.

4.Meningkatkan  kapasitas PSKS
melalui pelatihan dan pengembangan

kompetensiuntuk meningkatkan
kualitas pelayanan pemberdayaan
sosial.

5. Pengembangan Kerja Sama dengan
Stakeholder: Mengembangkan kerja

engan stakeholder untuk stakeholder untuk
kualitas pelayanan pemberdayaan

dalam menangani isu-isu sosial.

3. Meningkatnya 1. Perencanaan yang  tepat|l. Penguatan Perencanaan Kinerjq|
Efektifitas sasaran 2. Peningkatan Kapasitas dan
Pencapaian Target| 2. Penguatan Kapasitas SDM |Profesionalisme Aparatur
Kinerja Perangkat| 3. Penguatan Sistem Monitoring|3. Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi
Daerah dan Evaluasi|dan Pengendalian|

4. Optimalisasi Sumber Dayal|4. Efisiensi dan Efektifitas Pemanfaatan|
5. Penguatan Tata Kelola dan|[Sumber Dayal
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Akuntabilitas

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

6. Inovasi Pelayanan dan Program [dan Akuntabilitas Kinerja
6. Pengembangan Inovasi Daerah

4. Meningkatnya Mengembangkan sistem| 1. Mengembangkan kebijakan yang

Pelayanan Korban| pelayanan yang terintegrasi dan inklusif dan responsif terhadap
Kekerasan terhadap efektif dalam bentuk layanan kebutuhan

Perempuan dan| pengaduan berbasis digital|] 2. Meningkatkan alokasi sumber daya

Anak untuk  meningkatkan kualitas untuk mendukung program-

pelayanan program perlindungan dan

2.Mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan anak

layanan aduan bagi korban| 3. Meningkatkan dan Mengembangkan

kekerasan terhadap perempuan
dan anak yang efektif , terpadu
dan berkesinambungan
3.Meningkatkan kapasitas SDM
melalui pelatihan dan
pengembangan kompetensi

4.Meningkatkan  kerja  sama
dengan stakeholder untuk
meningkatkan kapasitas layanan

dan pendampingan  korban
dalam menangani isu-isu

kekerasan pada perempuan dan
anak

kerja sama dengan stakeholder
untuk meningkatkan kualitas
pelayanan dan kemampuan dalam
menangani isu-isu kekerasan
terhadap perempuan dan anak

5. Meningkatnya Tata| 1. Pengembangan Infrastruktur|1l. Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Kelola Taman|2.Peningkatan Pelayanan| 2. Peningkatan Fasilitas
Makam Pahlawan 3. Pengelolaan dan Pemeliharaan [3. Pengembangan Sistem Informasi

4. Kerja Sama dan kemitraan

4. Mengembangkan kerja sama dengan
berbagai pihak untuk meningkatkan
pengelolaan dan pengembangan Taman

Makam Pahlawan.
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VISI

: DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU

MISI : 2. MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, UNGGUL DAN SETARA MELALUI
PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN, KESEHATAN DALAM MAYARAKAT YANG AMAN SERTA NYAMAN

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
MENINGKATNYA | Pengendalian | Meningkatnya | Meningkatkan akses kesehatan untuk semua kalangan termasuk
AKSES Pertambahan | Akses langkah untuk mengadakan pengobatan gratis
PENDIDIKAN jumlah Pendidikan
DAN penduduk dan
KESEHATAN kesehatan
MASYARAKAT Pemberdayaan | masyarakat Meningkatkan mutu layanan
YANG dan peran yang kesehatan
BERKUALITAS | Serta berkualitas
SERTA MERATA | masyarakat serta merata

dalam

pembinaan

keluarga

berencana

Peningkatan

pemberdayaan

dan peran

serta

masyakat

dalam

mewujudkan

keluarga

sejahtera
MENINGKATNYA | Peningkatan Meningkatnya | Memperkuat pemberdayakan perempuan dan pengarusutamaan
MASYARAKAT peran masyarakat gender
YANG SETARA, |perempuan yang setara,
RELIGIUS DAN [dalam religius dan
AMAN pembangunan |aman
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Data gender
dan anak

Pelayanan
kekerasan
terhadap
perempuan

Meningkatnya
kualitas
keluarga
dalam
kesetaraan
gender,
pemenuhan
hak dan
perlindungan
perempuan
dan anak

Meningkatkan perlindungan perempuan dan kualitas keluarga

Pemenuhan hak
anak

Meningkatkan perhatian terhadap kelompok rentan

Pelayanan
korban kekerasan
pada anak

Meningkatkan perlindungan anak
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk
mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan
operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas
So Kabupaten Jember.Program dan kegiatan (Nama Perangkat Daerah) tentu
relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan
fungsi.Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk
mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat
melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi
merealisasikan sasaran.Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih

lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk
mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome)
sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja
berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran.Tabel
di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta
pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.
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TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

TARGET DAN PAGLU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
.‘ 2025 2026 2027 2028 2029 2030 .
QUTCOME E 2024 PENANGGUNG
T PAGY T PAGH T PAGY T FAGY 1 FASY
{02 o | (04 (05) 106) _{on 08) 09) (10} {#1) {12) (13 (14) {15}
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
|
BIDANG URUSAN J INDKATOR BASELIN 2028 2026 2027 2028 2020 2030 MRAH
PROGRAM | OUTCOME OUTCOME E 2024 e 5 e PENANGGUNG
2 PAGU ~ PAGU 'm.‘“ PAGU “ PAGU g PAGU JAWAR
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Imr-r.am,a Keianas ReUsipn | PRmbewyaran Reueigs
dolam Menduburg Kosetaraan  ||Puspagn) yong
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PSR N TR T —
Trghat Fomaniaatan
Dt Gander dan Arck
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TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Porsiatan dan Pedeeglapan Kanio

BIDANG URUSAN / PROGRAM ) BASELINE
OUTCOME | KEGIATAN ! MOIKA m""““"“' "1 ramun 2028
2024
PAGU TARGET PAGU
r D =5 : -‘gi.ﬁ—g-! i;riiv,
l I AL v.'.x-‘:.x\ﬂf n II A A L 3
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM J BASELINE - -
OUTCOME / KEGIATAN { | "NOINATOR OUTCOMET | “yabiun 2028 2027 2025 2020 2030
: ' TARGEY PAGU TARGEY PAGU TARGEY PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
- - — - —— " : y . : , : : 5
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG LRMIWJ p ¢ BASELINE -
OUTCOME / KEGIATAN / WDNATOROQUICOME /. |~ wasiun: 2026 2027 2028 2029 2030
TARQET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
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Dvm b n (Luporun)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM | BASELINE - -
OUTCOME / KEGIATAN | 'NOIKATOR OUTCOME | “ya)igy 2078 2021 2028 2029 2030
PAGU TARGET PAGU PAGU PAGU TARGET PAGU
Tadsbanrampn Jurrlsh Samra dan Pmaona
PRDANSERIN Aons s d - | e ’3:‘:‘2" St Bangunen 3 gear2o00 | 2 §.965.720,00 .985.720.00 seerzo00 | 2 5.995.720,00
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Patayanan Soskal %)
1.06.02.2.03 « Pengemtangan Poral
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-n% Lamizags Kesaphiersan
gowl yorg ':;mmm ) 05 o
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Katwp omensota o kbl Porntand apsan
Exonomi
Jumish Potens) Sumber
Tarlskauwirrph Pembardinpnen Ebonemy
Bag Potess Sumber Kesegortean | Foeon mernan Sossl Daedh yang 0 oca| ® 500.000,00 505.000,00 wocoooo | m0 500.009.00
Soslel Dravah Exaonomi (Ovang)
10602 Z03D01T - Pambnasan Tosns
Bumber Duyw Murudu Somber
ke S Dot 240.900.000.00 240.800,000,09 240,800,000 00 240,800 000.00 240 800.000.00

1l Lrop eV ul




TARGEY DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Saua bnbutuban Kewe rangan
Kabupwenuts (Orang)

BIDANG URUSAN H‘ROG_RA.I DIKATOR OUTCOM BASELINE -
QUTCOME | KEGIATAN J ot ouTPuUT 1 TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1) o2 (03) (0¢) (05) (06) (07) (08} 109 110) (1. (12) 13
Tenaksona o Pembinaan Tekns z"“" :‘""f’,u'v‘ Nintcaiy
Sumne Doy Ms hesin Susber miber Kesejotonsramn Sosal v . ‘ :
) Daeran Kaugabe s/ Kols yang 0 0 280800000 00 ) 240,600,000 00 & 240,800 000 00 a0 230 200 000 DO 8o 29020000000
Kosepineroan Souy Daenn ™ an Bk n Tokrve
Katnpaten oty o o
(oreg )
VARGA KEGARA WGHRAN KORIAN 54 003000 00 B4.000.000 C0 44,000 00 00 -84 200 000 00 B4 200.000,00
TINDAK KEHERASAN
NI gty Layunan Fesargpanen Pergenians Wargs Nogara Mg an
Wirgs Nagaea Mgmn Kerban Tindak Kortion Tinciak K yang 0 w 54 10O D00, 00 w2 SA. 00,000 00 N3 54,100 00 o0 a4 SAAN0000.00 ns 54300 009,00
Keheroson Terangorn (%)
10603 2.01 « Pamulirigan Wirge
Nagoms Mgmn Kodsan Tindak
Keh an dar Tk O i o Daman 54.800.000 00 54,800.000 00 £4.800.00000 6480000000 54.200.000.00
KabopmanWot urtik Dipudangons ke
Deoatehrahon Asal
Jurmdoh Warga Neg oo Migaon
Kot Tincb Kebuouann Dnam
Tedaksoramen Penargaran Wargn dan Luae Negord yang dpdanghan
Negara Mgran Hortsen Tindak dart Tk Debarbas o Saeal u 7o 54.800 000 O o2 59,800,000 20 &5 53,800 000 oU 204 54 20000000 8s 54 200000, 0K
Kakornann yang Tertangan Prosirest untuk dipudanghan ke
DesaXetranin Asal Kewenangan
Kabopmseni®ota (Crang)
1.06.00.2.07 D003 - Fam btsl
Kot st Ketaroron Dlion o
Kot Kok " D
Luar Nager davi Tifk Detorkasl & 54.800.000,00 54.800.000 00 £4.800.000.00 420000000 54.500.000.00
Dt KatngaberuKote uriuh
Sodmngian ks Decsiaborahan Asal
. Sumiah Warga Negam Migon
e ooyt w34 | Ko Tiok Kebarasan Ouarn
) < dan Lunr Negen yang apudangian
’,‘.‘,:""""‘,‘g “"ﬁ“;‘f"‘ Lt Ngent SN | 4 Tigk Detarhogi of Doeral 0 70 5480000000 | &0.2 6.000000 | 03 6480000000 | &04 5420000000 | 805 54.800.000,00
¥k Dota ol Prosvinsl ureuk
Prossrsl urduk dipunngean ke
dpudingum ke Desd e borahan Asal T
Kar s e Bots Desa¥eturanon Asal Kowensngan
wenmngms Kabipe Kabiupwen'sat [Cmngl
T S 1.867,350.500 00 £458,380.248.18 1674.880.400.00 1,514 250.800.00 1874.850.000,00
Parsenase Pemenu Pelayenan
Kaxajatviorunn Sca |PPES)
Manngkatnya Rehanas) S0l Binnys A uar WiV FAIDS dan L %02 1 BO7 3% 500 (0 @0 ZA08 380 248 10 e LET4.500 20000 805 1574 ADOBDO.DD 05 LATL B50.600,00
RAPZA yurg Terpanuhl Kabutusun
Dasamys (%)
1.06.08.2.01 - Mwratsbtae Scusd Desar
Pampandang Disabiftas Torantr, Aok
Thrtarior, Lacygut Usts Tartierinr, worts 1733800, 800 00 23246530240 18 1. 738400 20000 1,730 800.800,00 L7IBB00.800,00
Gefandangan Pengams di Luar Pany
Lo nied
Tetlassararpn P Bamuan Jurrdids Crang yang Menewns
Ko tsturan Cazar dan Podyt han Pakalan can Kelesgsnpan Lonmm
Kalorampian coda Parpaling yang Tersedia dalem 1 Tahun w o 1. 733600800 00 w2 2.324.630.240.16 w3 1,738,600 200 .00 0.4 1. 738 800.800.00 s L7IBE0O.B00,00
Daabiiss Terlanty. Aouk Torlmobs Ko munpngen Kabupaken®ots
Lant Usia Tadantar dan Gageng (Crang!
Jumian Orang yang Mendapankan
Al Bantu dee Al Barrts Porsgs 10 W 100 100 100 V0




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

HAVAIDS gan NAPZA & Luar Pant)
Saval

BIDANG URUSAN [ PROGRAM ( | o ionn ouneome | BASELINE — .
OUTCOME ! KEGIATAN / OUTPUT 4 TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT " 2024 - — - . - - - -

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGETY PAGU
o) 02 R 05 70%) w07 o8 “09) 10). [Ei0 [iZ] i)
Arrish Dnng yang Mandaaaton
Pemenuban Kebutuhan
™ e o @20 20 202 W.rE wa w05
Sanctr G Mirtma | Kewsoangen
o0
Amion Pesats Bmsingos Fss
MM, St dan S
Hamnrangan Kahig menSoo %0 L Lo 80 80 &0
(Oveng|
Aimtan Poseny Bmbingan Sostal
bepada Keluargo Penyundang
O eatad tun Tarlariar, Anek
Tarontor, Larfue Usa Tedantar, 56z ez 600 700 750 50
sarta Colin dengan Pasgermes dus
Habpeen = n (Orang)
1.08.04 2.01.0001 - Perryudhman
il 00 0.00 2,500.000,00 2.500.000,00 2:00.000.00
Jumian Crang yang Mencsatian

Tomenutieya Kebetunan Porsasaran | Pamenunan Kebutuhan

Pur Oy Swausl dungan Bandur Go | Perr ' & dangu 90 20,1 000 902 o,m %02 2200,000,00 w4 2.400.000,02 w08 2.500.000,00

Nirioy Kewonargon Katwpmonvoty | Sancay G Minimal Keweoangan

Kabpanni<on {Cmangi
;f;"“m R Ly, 04e 0.0 2.500,000,00 2,500 000,00 2.800.000,00
Sumion Crang yang Maned ma

Tersedorya Pasaian dan Kelenghapdn | Pakalan can Katengsacan Laineya

Loty cadam T Tarwn Meswvsoancan yang Tersedia chalam 1 Tatin s % 0o 032 o w2 2300000, 0 wa 250000010 0.5 2,200 000,00

KatuparonMoln Howonangan Kabup yenion

(Oingu

BN Ty oo 126,661,800.00 126.661.900,00 126 961.000,00 126,61,800,00 126661 800.00

Tarpenishinys Crang yung Menaatian Jmion Crang yong Nendapatkan

Alat BEarm dhan Alat Banti Perago Sesus “"‘55"‘;“;’:“"8““ Parca 100 0 128.60180000 | 100 12660000000 | 100 126661.00000 | 100 1268610000 | 100 126,661 800,00

K buluhan Kewdriangn Kaug aeniwos] gl ol

Mabuperenxosa {Orang)

1.06.04 20100085 « Pamtenan

Bimbingan Fisle, Mot Spritual dan 1.068.639.000.00 1.060.850.000 .00 1.060.639.000.00 1000 430 000,00 1.080 £35.000.00

Sonel

Teneksananya Permteran Bmsirgan m Im'"':;z’"" b;kw“r*

Pk, Mareal Soistusl dan Scend 4 Kebuobran® B0 o 1 0 K35.000 00 "o 1 CHY 39,000 00 (1] 1 080 B9, D00 00 ab 10N0A3 D000 B 1080 £310.000, 0

Howenargan Katupaten¥Woly o ' e

10804 2.01.0008 « Mamtarien

Bimbingan Sosil bapadn Kehsags

Pumpantang Disabdtos Todantar. Anax 537,300,000 00 1128353 448 16 £37.300.000.00 £37.300 000,00 £37.200.000,00

Tortardar Lot Dan Tectartar, snrin

Ootordangmn Pongonis don Masyoroka . _

Mmiph Patena Bmtingan Sodal

;:::."Mrm.:: B"’*Ill - hapada Ketuaige Penyandarng

5 st bilitave T ) 'I Torkartnr, Deastdlas Terlarrisr, Anas =

L { Unin Teckarinr, Gatnrdnrgm Tadantor, L:r:ﬂa LUz Terdaniar 862 2 G37 30000000 o0 1 428000440 16 700 K7 200.000,00 50 ST 200 000,00 =0 B37.200.000.00

Pangemis dan Mosynrakat Kesenangan | = Geler x.::.nl ST

K tupaton¥ets b acvens: ol

Habipnen' ot (Omnn

1.06.08 7.02 - Rehatérasl Sos bl

Porponteng Masohady ¥ies o forian

Soskl (PNVCS) Ladrerys Nusan Kot 1R 750,000 20 1. 750,000 00 100 250.000,00 130350 000,00 136 32230.000.00




TARGET DAN PAGU INDIFATIF TAHUN

BIDANG URUSAN | PROGRAM | BASELINE : : —
OUTCOME / KEGIATAN / PMATOR DUICORE! | s 2026 2027 2028 2029 2020
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
— — — —— — - —
o1 02 03] 103} 103} 708 fon T08) (09)_ 100 i i) [iE)
Sores Do s B mmm;l::‘ogomm
Ketutuhan Doser poda Kefusgo Misan, K_”“"“" Spbtu 5000 25000 1370000000 | 25000 123 76000000 | 25000 126,250 000,00 | 25000 130.250.000,00 | 25000 136,250 000.00
wennegen KabupstanKota
LS, 2an PPKS Lainmmea aluar Pam (Crangl
Jurmiah Daburmen Had Koorciraed
dant Aogd Suma erdar Lambags
dan X ) e Py 50 0,1 .2 B w4 B
Rehondrasi Sosal Kabupaan¥on
(Dcsecrmer)
1.08.082.02 0007 - Pervkutian
Bimbngan Miek, Mentad, Spirsed, can 132.730.000,00 120,750,000, 00 130,750 000,00 133.750000, 0 130,730 000 D0
Sosial
ok R i Jumiah Posonis Bimblagan Pk,
Fieih mmrspm.mw:ouuw Manial, Splrual clan Scalsl 5000 26,000 12376000000 | 26000 12276000000 | 26.000 13375000000 | 25000 133.750000,00 | 25000 133.760.000.00
O 5 g oy, Kewerargen Katopaten Kots N A o o~ v ; / ) ¥
o (Cvang)
1.00.04 2 02 0014 -~ Kerja Sama aninr
Larriege dan Merrtruee dalam
oo o Rt ot Sosil 000 0.00 2.500.000.00 2.500.000.00 2,500 .000.00
KavupateaKao
Torabnanarya Kans Sama sty Asnish Delmen Hask Koondirasi
Le Qa0 Kemrass dar Kuow Sava ander Lamiage
N"“"" falam dan Komaraan aalam Peaktanaan 80 (8} oma | w2 ooo| w03 280000000 | B4 20000000 | 808 2,500 000.00
i assraan n Marate) e Soaksl Faet Sosal Kab
watupatenKotn 1B Scsiad iGabipetyiion
(Dodeamen )
Nenirghatrga Pedndungan dan Saminang Persemise Perenma Marfast yargl
Sosial Y i K doxsturars Olmer (%) B w2 1564337050000 | =03 19643 2376500,00 | 904 1902337650000 | WS 19.080.376500.00 |  sen 19650 376 300,00
1.080462.02 - Pungeicks Dt Fabi
bl Cat p e i . . 19,543 376 500,00 19,643 375 500,00 19,553 276.600,00 19,658 278 500,00 12,658 376 500,00
Jurniah Porarims Moarfas [PM)
yang Mendapathan Banlsan Scea
Todakosnomw mwm'n:" dan Kaeaphteram Kobiovga 81500 (SRS 1H8A376 50000 | 83338 1954337880000 | 63228 195276 800,00 | w3 1950 aresmm | saams 15.650. 377 500,00
- v M wenorgon Kabuoanon¥otn
Crang)
Nrrhads Uis e P e rocka blavyab
Usiian yang Terven o can
Tarveboast. G Leuten Fesoa it v w1 w2 [ wie w8
yang o bakcsn rkcen |Usuen)
rriddy Urierng &
Bamuan Pengambarngas B
- Mok s 24 =0 FAT) 240 2ab
Katspatantioin (Dr'r‘_)
1.06.052.00.0004 - Fasd tanl Rantian
PROSRDAGAEN y adh 50.000.000,00 40 00000000 S0.000.000,00 55000000, 00 25,000,000 00
Tarpenubirgs Crang yang Mendapatian | umieh Oy Mendapeluns
Harmbus Pungerrdisngan Ekoncorr Banian Pengamtacges Ckonom| P - ’ : z P >
Masyoronat i i oy 75 s 5000000000 | 0 200000000 | 235 540, £00.000,00 M0 55.000.000,00 245 £5.000.000.00
KatupatunKola Kabepstantotn {Orarg )
1.06.05.2,024008 - et tnbl Baniuan 16,050 556.500,00 18,6558 £66 600,00 18,854 £66 500,00 14,650 455.500,00 18,850,668 500,00

Bosll Kasepahieraan Keborgs




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN ! PROGRAM / | BASELINE - - -
OUTCOME / KEGIATAN (| "MNPIKATOR OLTCOME! | “yy 2028 2027 2028 2029 2030
TARGET PAGU mr PAGU TARGET PAGU I TARGET PAGU Tm PAGU
o1 i 03} _fod) (G5 (08 07 (08 (09} e | (17) 12) 3
Tergamdwna Penorrma Manfaal (PMV) ;m"" ‘h'l"""" D:‘a" ""I . ms:,'.‘ o
""‘“.""""""'K:" Sariumn Sopel Kassjatileraan Kalieos 61,500 63335 18,858 85 50000 | e 18858858 50000 | ass taasaEse50000 | Y395 snssesses00 00 | sasas 18558, 56, 500,00
Km:wgrw LAIQa Keowanangan Kewenangsn Ksbupster¥ola
ORI |Crang}

3 08,05.2 U2 0008 - Porgarsan Dulh
Fakir Migkin Cakupan Dpersh 734,730, 000,00 734.720.000.00 744,720 000,00 TAG 720,000 00 144, 720.000,00
Hab upatonycta

Jumian Lisukan Ponndobl iposan.
T e Panpek S Dlwte Py Utsisoen yang Terverrfbose dan
Rpryocmpe aimblh i soraymnpcontio ol baciedamg iSO 80 03,1 902 3472000000 | 03 rasr2000000 | w0 raa 2000000 | 00s 744, 720.000,00

g ddsdoamoshonn [Usuban)

Pemenime Koroan Sencana Al |

Scuind dan ) alns Non Alam yang
Maninghatrys Porieaungan Sosal | erperuni Kebisuhn Dosor Fods %0 w2 vzstasiicom | e0a 123745390000 | S04 150836750600 | 0.5 2437 persiioo | eas 2.220.004.280.53

Sant dan Setubth Tanggup Dwurwt 0

Bancares (%)
(3 08.08.2.01 - Parindung e Scww
Noban Bencana Alum Gan Sosial 1.237.153.100,00 1,237, 153.100,00 1.960.067 556,00 2,137 821 577 00 2.220.104.255,53

o
T Penarganan Rhusus bagi gv’v'lm Orang ying b::"'w
hekmpck rertan kewwrangsn katupstan| -0 “""m""“""‘" a2 1.009 1.000 voarasa 0000 | ss00 v2srass 0000 | 2000 1o00387956c0 | 2500 PRETII TR T 3.0 004,285 53
Woln Katupaie/Kots (Ormng)
300,05, 2.01 D004 - Pananpanan 1oeun y .
oo Loz 1.257,153. 100,00 1,297,155 300,00 1,900 357.9%4 00 2137 K27 517 00 2,270,004, 28 43
Terpambiwa Ovang yag Mend ;ﬂlm&‘nquvg;;hp-’m
Panurgansn Khoy s Sagl Kelampok Wah 0 g n K 1000 1020 1237, 150.100,00 1.0 1,237,153, 700.00 7.000 1508307 596 00 2500 2137 m@TATT D J000 Z.270.004. 200,50
Retan Kesmenan gan Kabusaton®ola K‘b‘p'.‘ lnl.: “I >
X CEFATN TN T, S A ST S X g ZAS TR

Ao it Pove e w00 s e
w“""”"‘,.m"‘“‘”‘ Dt Jumian TNP pang citamae (Ovang} % 14 wam 0000 | 15 uspaz 20000 | 18 gagaz20000 | 15 a0 | 1% a3, 692, 200,00
106.07,2.01 - Pameifiornan Taman
Mk Palikrman Nasonal R 200, 00 B BRZ 200,00 98.£42 200 00 98690200 00 L 2. 200, 00
Kabugarneviatn
Tortu . Frariedey T M Verp
Makam Pahiawan Nesonal e o | 0 22 sape200 | 8% 0808220000 | 836 9666220000 | &40 9060220000 | 845 93.662,200,00
[3.05.07,2,00,0002 - Pomatharsan
Taerias PAukians Puatismse Nocs coal 02 200,00 18 882, 200 00 98 £42200 00 26 22 700, 00 2 22200, 0
Kahupataaiootn

Juminn Makam yong Tarsemhi
Tertntxanasya Pameiharsm Damnan Pasmeiharanirys pade Tasan
Makan Pahkrwan Nasonal e e D e " 00 8z 60220000 | 830 aa6A220000 | 835 9086220000 | 840 sasemom | w45 23, 062.200,00




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

P o -

Wb upastnn Vo

DOrRed @ layanan porbordayaan

BIDANG URUSAN | PROGRAM / BASELINE .
OUTCOME | KEGIATAN / ‘m'mu OUTCOME ! |~ sanun 2026 2027 2028 2029 2030
SUBKEGIATAN OQUTPUT 2024 -
TARGEY PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
— - — — - - —
1) 02) o3 09 105 ) _ w7) (05 109 (1) 1) 12 [iE])
|PEMSERDAYAN PEREMPUAN
Menbghotirg kil tos 0o olshiviten
prryelenggerian PUG dén pens w"‘“"‘:mm‘“’" 788 1488 arsmtenooo | tres 10000000000 | 2068 100,000.000,00 | 2358 10000000000 | =288 100,000,020, 00
peeempraan dalsm pantanganen H ’
200022 01 - Pelermtingias
f"‘m M"MWW(NOEM 22 000,000 00 22 000000 00 Z2.000,000,00 25000000 00 79 100,000, 00
Kb upainaKota
Jumiah pamangku keperingan
teghal SatupMonkons yang
"’m"";""' Anpgamn Roeparel Condaf | osaihan advokasi dan "o 100 2pomom | o 2200000000 | 100 000000 | w00 2500000000 | 100 26,000,000, 00
tnd (embinge pe v
dan non pemarnian) (Lombagal
200.02.2,01,0017 - Advolae dan
s dBsas perpdenggaaan FUCG Z2.000.000.00 2200000000 22.000.000,00 2500000000 25.000.000,00
ewwrangan Kabugsien Koln
ST Zermangi L keparigan
Teelshsanmeys Acvvokos! don sosaiisnsl | gkt knSupstsnkors yang
poryclorgparaan PUG Kaworandan | mardagatkan advokasi can +00 100 2200000000 | 00 22.000.000.00 100 2.00000000| 00 25.000.000.00 100 25.000.000,00
Hak: upateeryYota somaisnal Qumbegs pomeareiss
400 Non pemaieian) (Lemoagn|
400,02, 717 - Permbarss ynan
Parompuan Bitang Politk, Mubum,
Scoeul. dar Ekonearmt padn Oeganizms) 170,897 850,00 §3.000.000 50 53,000,000, 00 H0.600 000 00 5,000,000, 00
> L sning e
Kabupaloniota
haman SOM bemhago w0 vparakat
dn pursepoant g o e
:m"")""' Animren Respanst Gundes o tnreang £ iy "o 150 woeTeooe | e 5300000050 100 oo | w0 B0.000.000.60 100 20,000,000, DO
parempuan Ddang polik, husum,
scmtnl whoncms """‘2
208,02 2020008 - Scslatsas)
;‘;‘xm"“““l - a’;;m.‘ ol 100407 400 00 53.000.000.00 £3.000.000.00 $0.600.000.00 50.000.000.00
Ehamcny Keworsngen KebopuiervKole
T eosiasael <o panlan SOM lemDaga masyparasat
DPorempuIn O Didang Sotth, ol hukum, | ™7 PRTRTIAN Mg mandan s
e oyl wceatsos tortang comberdman 100 100 17eesTR0000 | o0 5300060000 100 5300000000 | 400 50.000.000.00 100 50,000,000, 00
b Pt Beiang polbh, husum
oan KabupaienKote somval paonome (omng)
[208.02.2,08 - Pangamtnn dan
Pengembangen Lombegs Porysin 20,200,000 70 25 600,000 .50 7%.000,000,00 25000 000 50 4.000,000,00
Lapuran Fomborday Fororguon s 4 g A '
Jambah 2t peryade b
=i e
m Anggeren Reeporer PUvIINoTIN! peweU vl 2 2 24,200,000 00 2 25 600,600 00 2 24,060,000, 00 2 25,608 000 60 3 25,000,000, 00
(Lumings)
208022 030007 - perdarr pogan
DOCGUMAN CN PANGAMEANgaN nmEags
24,200,000 00 25 000 000,00 2%,000.000,00 25.000.000.00 25.000.000,00




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Pavempuan

BIDANG URUSAN | PROGRAM / BASELINE -
OUTCOME ) KEGIATAN / et T s 2026 2027 2028 2029 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT Fory . -
PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
! _ ften : LAl __ {o2} (03 (o) (D) (07) foa) 09) (10} (1) (12) (13)
1R SaN e pondampangan penguatan | justiah Kbags paryeds Ryanas
e pengemtisngen bmbags peoyedis | pemburdesan pormmpusn yang ;
N pem yaDn Mpvan apathan pe gen 2 24.200.000,00 2 25,000.000,00 2 25.000.000.00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00
boawnra ngan Kobugmate n % ots Lembga)
- \
PEREMPUAN. B2.478.0060,00 90,978,000, 00 90.376.000.00 90.378.000,00. £0.378,000,00
Prarsnrnass Pumnimpuse Korban
Monwrurmya kokoeasan tohadan Kosorasan dan TPPO yang
e Aerdinratken ¢ o) 00.376,00C,00 Ll 92.376,000,00 L $Q.276.000,00 L 90,376, 000,00 «© 00.37¢.000,00
Kompretenst (%)
20803201 « Poncogale Kaeklrasan
Tecradap Py Lngp D b 24.200.000,00 24,200,000 00 24.200.000 00 24,200 000,00 24,200,000 DO
Mt upa tens Kotd
Pamantass Parsmpean Korhan ::.nl:h dl ohumen hant Mx‘::"ﬂ
Kekerasan dan TPRO yung Kenwor: m‘w'"‘"'m_m 1 24.200.000,00 ' 24.200.000,00 1 24.200.000,00 | 24.200.000,00 1 24,200,000, 00
Mercspuion Lnpoan Korpwtsnad ';0
20803207, 0003 « mosiorng avalas
dan pelaporan dele= pencsgehan Xir 24,200,000,00 24,200,000, 00 24,200,000, 00 24.200,000,00 24,200,000,00
Haworangan Kabupaonsols
jumish dokumen hast maniiorng
Toritsunanya monlotng cvsluses den | can aveloas cencegahen KIP ¢ Y I ;
. Karwm s KatipaieryNotn | Kewsnnegen Kabupaien Kot 1 24.200.000,00 | 24200000, 00 1 24.200,000,00 | 24.200.000,00 1 24.200,000.00
gaporan)
20803200 « Penyedaan Layanm
Ruguken Lasjusan Sag Pemmpuss
Worban K yong W Simn 4407600000 S476.000.00 44.176.000.00 A4 T D000 417800000
Koo ninasl Kewniangsn KaluganwKols
Jurn e Formrpusn Korbee
Parsentasn Poramgaan Kortan yang mes e
Hanerasan dan TRPO yang Layanan Pongoctsan atou 100 &4 5 000,00 W S41 76,000, 00 L] 44,1 15,000, 00 W 43178 0G0 L] &40 76,000, 00
Mendspasom Lngssn Koampora ! FPusisrg ot Tingk
Matupatan¥ota mmrﬂ
Jumlah Permwpuan Korbar
Mehurwaus yang mecdacaloun 1 1 1 1 1
pondmpitgon kortan Trgesl
Katupate n¥ota (orang)
208032020008 - Layanan
Pangad usn sy Pasyfsegloausn tag
= an K n Kekeraaan Tir 24.200.000,00 24.200.000.00 24.200.000,00 24.200.000,00 24.200.000.00
Hont: upa b Kot
Jurnleh Parnereaen Kohaen
Torsecan ya Laganen Pengadusn siau | Kekormsan yang maedagaonn
Perjanghauan bog Poerergoan Komoan |Layanan Pengoduan alow 100 24.200.000,00 0o 24.200,000.00 0o 24.200,000.00 100 24.200,00C,00 "o 24.200,000,00
Kokernszn Tinghce! Kabupaien'Koln Pariangauan wnrtise Tingkot
Motupatoniota (orang)
200.03.2.00.0006 « Layanan
Pordenpn gan Korben Degl Pocsmpaun
¢ o Tinch 19.975.000,00 15.576.000, 00 16.976.000.00 15876, 000,00 18.876.000.00
Mol upa o Kota
Teesodian ya Layannn perdn ng ngan :‘:::.2':- e ‘m' ::::';“
hctbsan by Purunpuan Korben ok MI ton Thgkat 1 19.976.000,00 1 19.576.000, 00 1 19.976.000,00 | 19.976.000,00 1 19.076.000.00
Kakeraran Tingkal Katopmienurots Katupatant<ota (orng)
20803200 - Ponguatan dan
""""'m PROYOOW 22 0. 006,00 22.000,000,08 Z2.000.000,00 22.000,00¢,00 22,003,000, 04

Tnghat Omarah




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN | PROGRAM / NDIKATOR BASELINE — -
OUTCOME | KEGIATAN / ! w;“""m 4 TAHUN 2026 2027 2029 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT : 2024 -
| TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
— — - - -—— - - - - - -
1) 02) {03) 09 {08) 106 ) qany 0% (10 1) e 13
Persortass Pemmpun Korban Jumitah SOM bembags pemyoda
Keberanan dan TRPPO g Lupmrwn Patodungan Purumpos 10 10 22 00000000 10 2200000000 10 22.000,000.00 "W 2200000000 10 22.000.000.00
Mondapa laan Loysnan Komomehonas f, yang mondnpalban témda x (cang)
200052000008 - Penngmtan
m“”” ‘:‘”’9"9 p"":":‘ "m"::‘n 22 000.000,00 22 £00.600.00 22 000,050,00 22 £00 002,00 22,000,000,00
b pelan Vot
I::“mx’. '.;1'3:‘:;\’("““ purrthals SOM barnboyu sunyude
me m‘ ',’” o Mt Lapvoan Prebncaingsn Pemmpusn 10 mn 22 000,000.00 0 22 00060000 0 22.000,000.00 W 22 009.007.00 10 72,000,000, 00
K.\owc:::ﬂ G Aomascaibadadogd o YN mondabethan ook (coang)
KOALITAS RECLIARGA 184.000.0%0.00 154 00060300 124.000.0%0.00 194.009.000.00 154,000,020, 00
Kuatas a calam

m'::” Ngm Pambelagman Kohsrgn (Puspega)
Pt Vi vt Porncan | 300 Bopersoeiai Gueder dan vak| 129 71 154.000,000.00 | 8189 16400000000 | 67.74 153.000.000,00 | 83A7 154.000.000.00 | 100,00 154,000,000, 00
Porom nAnk Arstk Semuan Stander (%)
208,08 2 U2 « Penguatan dun
Pangembangen Lembags Porryoda
e M o T 164,000,000.00 154.00.600.00 154,000,000.00 154.600.000.60 154,000,000.00
yang Wilavah Kananya dadam Daecah
oty ugataey Yol
Pambeinon Ketoarge (Puspags) yang | “,"_"",,,",,"',_,"'w"w:z';w" 22
Barpurspukid Gander dun Hak Acuk e o 100 153000000 .00 wo 154 00000000 100 153.000.000.00 100 154 COO000 00 100 154, 000.000.00
Sanunl Siwdn LagR yoryg Mmendagainn

perdamgngen (Lesmbega)
200,04 2 2. 0008 - pandam g
:,:"""I l:m":':’:::m 154,000,000 20 154 20000000 153, 000,000,00 754,600 00000 154,000,000, 00
Howwrmangan Kabope leesKotn
Teriaksanasya pandampiegan Lexbaga | : nl ::':' ; m.:-ww;:mm
Parnyedin Layanan Penigiaten Kasttas | 70700 © 07 o 100 100 154,000,000 00 100 154.000.000.00 100 124.000.000,00 100 154 000,000 00 1c0 1254, 000.020, 00
Il gD Kewanangan Kntupatanoin PR YD Mencaa

pecdameegan (Lesbege)

Togent P wwtan Data G
e "W“"I"’D"' oo g 1.5 V212 asaa00000 | sesT asaaecoand | 1ate maao000| 1w 05 aed 00000 | 2424 5,744,500, 00

(Poweo mare )
2.02.052.01 - Pangumpien,
i it s e e et A5,544.000.00 85444 GO0 55 6844,000.00 5 a4 00000 55.544.000,00
Dwta o Ninghuet Cowss KabupaleyWobs
Togea Povardaatan Datd Goncer dan | Jumian Ookumen Data Gonder dan
Acak dadam Perencansan Svaluas dan / | Anak Kabugatianiola yang "w 10 A5.044.000 00 0 05 044 000 00 1m0 85,044,000 00 "0 5844 000 0O 0 £5.044,000.00
lons Penyusunan sots jakan Tevsodo {Dokumen)
202.052.01.0003 « Panyodamn,
P ywg . dies Pomaetnesan Dala 85,844,000 00 85.242.000.00 &5,844,000,00 8584400000 65.544,000,00
Gesncder dnn Araak Kb paden Yot

Jumniah Dohumen Dt Gander dan
e Cth Gende| ook KabuoaionXata yorg 10 10 sspsamom| 1w 8524400000 [ 10 ssoamon | w0 p5Aee00000 | 10 83, 544.000.00

- Terzmta {Dobumen)
66000000 00 60.000.000.00 8,000,000, 00 68.600.000.00 5,000,000, 00




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Mabupaten Kols

Hovnrangan Lab¥otn [Dokumen)

BIDANG URUSAN [ PROGRAM | BASELINE - - .
OUTCOME ( KEGIATAN | ™PIKATOR OLTCOMEL | “yppum 2028 2027 2028 2029 2030
SUBKEGIATAN OUTPUTY 2024 - - : - .
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
01 (07) 103) _104) (05) {06 (07) _(0%) (09) (103 11 12 (13
e e Ao o P e "“"” g Ak Ay ! ' 6600000000 | 1 600w | 1 e6.00000000 | 1 6600000000 | 1 56.000.000,00
200,082 02 - Pongusean dan
TR e ”"_":::o 06.000.005,00 ©5.000,000,00 6,000,000 60 66.000.000.00 6.009,000,00
Avak Ko-em?n ol patoniown
Joméah Kedasoma antiv lerboga
Indiens Feredurgan Anak (IPA) it deig amipisbibrei st 1 10 6600000200 [ 10 eommom | 1o s6.000.00000 | 10 6600000000 | 0 6.002.000,00
Rt e Kote (Dokoumen)
200,082 .02 0008 - pengustan
s il bl 1. 000.000,00 o6, 000, 000,00 £0.000.000 00 1800000000 B6.005.000, 00
Ak Kewsoangnn iabu naten¥om
Tart o ruan yin Pengumban barjassms ity kosr] e an b rbags
x:;:;m:;mﬂ:‘x‘ a‘:::’ “"’:‘:“‘:“"“’""" 1 n 66 100 000,00 1 .00 000,00 10 56,000 200 50 1 66,000 000.00 1a 5% D02, 000, 00
Kaworangan Kotupaten$oa KabupaoaMotn {Dokymen)
o anax o 706.000.000,00 700.000,000.00 700.200 200,00 - 731.800000.00 11.000,000,00
Weninghaisye Pencugehan den Paraantane Anak Momalichun
Panangonan Tindok Xekormsan Pariind Khusus
Exapctan, Perat Pere mm"‘,‘: g a5 a8 T0E.000.005,00 80 0. 000.000,00 o 706200 000 £0 o1 71130000000 08 711.805.020,00
dan Pediskuan sooh Lisnmye Temadeo | o0 o0 ol
2.00.07.2.01 - Pencegahan Koserosyn
Tarhatlep Ansk yusg Mobbatkan 110 000.000,00 1105 000,000,800 190,00 £00.00 14020000000 110,200,020, 00
Pnak Linghu p Daescan Mabupoierwiots
SN TERn pong o mbE Heteakan can
Pharseon Lk Anak. Mamanuban Pananghs hopeningan yang
Painoungsn Kh yang Mandsgs ppatcmn Auckant 12 10 110.000,000,00 W 110,000 000,00 1° 140,000 000,00 10 140.200.000.00 ) 110,200.000,00
Layanan Komgeehana § sosialmasi pencagatan Kia
thhgentiatyom (Kogatan)
Jarinh  Kerscwra pars pak
dalam pancegabon Kk 4 2 ? 2 3 2
Hewnrangan XabYoty {Dokumen)
20800200 0007 - Adsckiss dan
socialisnsi peocagahan KiA sepada
DEN Gl Mot auun das pumanghy HE6.000.000,00 66, 000.000,20 €6.000.000 00 8600000000 55,000,000, 00
Kapeciingan Kewerangan
Kabupa on Kot
Tedassananys Advosasl aon o0sa bsosi 'N.';." D’:‘:"“ s srinridrd
Pencogaan KiA kegadi pongamts pemurghls kn pantingsn ywrg .
o add o e g |MEndecamn Acwkas dan W w0 60.000.000.00 0 66.000.000.00 10 66,000 000 00 10 66.000.000.00 0 H0.000.000,00
mm'm Kt 9* 3 scaisdinns ) percegehan KLA
g sotmotyom (Kegetan
200 07,201 2009 - HKavjosam™o pard
ik Aabaen panga e KIA a4.000.000,00 44,000 000,00 44,000 000 00 4420000000 £4.200.000,00
Haworancan Kt patn %ot
Tadacsananys Kocasuns pan plhak Sumiah  Madasams pars pak
Qulom pencogehan KA Kanenargan ddam pencagaban KA 2 2 44 000.000,00 2 43,000 (0000 2 3400000000 2 44 20000000 2 &4.200.000.00




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /| PROGRAM / BASELINE
OUTCOME | KEGIATAN J P RS OUISCUNC (1 -asin 2026 2027 2028 2029 2030
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 - . -
TARGEY PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU YARGET PAGU TARGET PAGU
. — — — —
@1 w2l 5| w9 1051 {06y 7 —coa) (0%) o) T i [EE
2LOBOT202 - Penywcbaan Laywnar bagl
Anpk yrg Mo medskon Podnoungan
Khusas yang Mamaukan Kooraasi BE.000.000 00 65, 000.000 00 8,200 000 o0 4840000000 B8.200.000,00
Tinghaat Disserssty Kalnugersorv® uln
Sl Anan KOorban Kuhatusas
L Ank ) thban yang mmndapatican Layanan
Parfniungan Knueus yang Mendageskon | Panpaduan atoo Pongnghkavan Wo 100 66.000,000,00 100 66.000,000 00 100 66,200 00000 100 6660000000 o €6.600.000,00
Layanmn Komgrahenasd! borbn Tinghat Kabupetan¥ots
(Crang|
Jumish Anss Korhan Knenmans
FONY M0 M0 R LONSMTEOgM
ke Tinghd Kabeipaleniors o 100 100 0o 0] oo
|Crang|
20007 2.02 0004 - Layanan
Pangaduan atoyu Parganghaumn oo
AnaX, Komman Kenaraman Tinohat ¢ A4.000.000 00 &4.000,000 00 44,000 00000 4440000000 44.400.000,00
Ko tperwn o
Sumish Anase Kortien Ko hsreass
Tamadamn Lapnman Pengaduan atau | yang mendapatkan Layanan
Perngrghauen Dag) A Koran Pengaduan ativs Pergangbaven o 100 &4 000000 00 1co 43,000,000 20 100 44 000000 00 100 4440000000 oo 3420000000
Kaknmmens Ningkat  Kabupsinniota koctimr Tinghot Kabupstan¥ols
(Cvangi
200072020013 - Layanmn
roranm:n Dagl Anak Kerbas 2200000000 Z2.000.000 20 22.200.000 00 2220000000 22200.000,00
Kab y Tinghont Kanbupads »
- A —— Surrdus Aoae Korben Kohoresas
bivtowy taag Acsn Kertren Kothmraase :”"" "';"‘”'“"""" pandsTpigan 1o 100 22.000.000,00 100 22.000.000 00 00 22,200 40000 0o 22 20000000 100 22 200.000,00
Tingkat Kooupstnnetn orhan Tingkat %abupaten¥ota
(Crang)
20807 205 « Pengeaton dan
Po Lamtiagn Peryadta
Lagansn bagl Avak yong Memoiusmn 530 000,000 00 530,000 000 00 530,000 L0000 3600000000 536.000.009.00
Portocungan Krnsss Doghet Dsarah
Ka bapacnn s oty
pmint SOM mehogn penyedis
Parsarans Aok Monwdban byanan tag Anak yang
PUrinaungan Kineus yang Mencopatun | Mamenuhan Perinduogdn Khuses - 50 £30.000.000 00 &0 530.000.000 L0 S0 530.000.00000 50 53500000000 50 S35.000,000,00
Layansn Komprshens! Tingicat Disaveaeh Kotz upertenu® ot
| MmN dapatkan tintes (Dvand)
Aumiah Secasnma B0t b g
penyeda paran Dag Anak yang
Mamaruiian Pardknaungan Khusus 1 1 1 1 1 1
Tinghat Daamh Kab uosiend®otn
(Doburmin)
Jumiah Lembaga penyada layanan
bagl Acak yang Memerd ukse
Padnoungan hueus Tngem
Daarah MabuosionyKola taghal ' 1 1 ' ' '
KatnpaniSol yung mwncasban
ovakas dan soa aisas! Gombago
Permerinrialt an o perreer i)
|Lwrnbgn|
20807 2050077 - Adwosn ) dan
osialad panguoin can
0ttt pepheptenay| b e 160,000,000 00 160,000,000 00 150,000 000.00 156,000 000.00 166.000.009.00

Byanan tag Anek ynng Mommddon
Portncungan Khusus Tingkat Daarah
Katepumn¥on




Pertndunges Khusus Nogket Duerah
abupaionviotn

Tgean! Owersh KabupatenvKoin

yang mandoistian dmiok |Cvang)

ROBAN ¢ ' : N : TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
OUTCOME / KEGIA Iuﬁ" °‘ "‘," INDIKATOR OUTCOME “"ﬂm"‘m e e 2038 2029 2030
SUBKEGIATAN i ) 2024 _ : — — — —
TARGET PAGU PAGU TARGET PAGU PAGU TARGET PAGU
- - - - - - - ——— - q. - "—" - -
o1 _to2) 1 109 o9 107 _toa)_ (0] L NEN
.Mv!bh Lembags penyeda Syanan
Termcsananya Advokasi can 505 absasi :::‘ ‘I""'w_m""
pagruskin diss pempunianpa kg Dosran Wo\awau toghal
poryedia yanan tagl Acak yang iy ' 1 150,000 000 00 150 000 00000 ' 150,000.002.00 155.000,000,00 1 155 000,000,00
Mamenuian Pemadungon Kiuss o S kres imriacs iagy
kst 0 h Xnbaown UKas AdwoRasl Ao B0 385D | o bingo
pemaiedah dan Nos pemiareled)
dombags)
208072000012 - purgumesn
Kadasama anta lombaga penyeda
\erpanur gt Ansk yang Marmer vkon 180,000.000 00 190.£00.000 00 100.000.000.00 190000000, 00 190,000,000, 00
Padinoungan Khusus Tingkst Doemh
Katnpa o Kol
b ka kman oy pen) ustan kedasama e lmu::.:;m.umml
RIAT INMDAQA PRAradia Myinan bigl wmw'm 150 o ' 1 180.000.000.00 180.000.000.00 ' 160.000.002.00 180.000.000,00 1 160.000.000,00
Arsst yang Memuriibosn Pacd et De °mi°"?_"_1 — : I 2 iy
Krusue Tinghat Doerah Xatwpoenom DI ’l "m’
2,00.07.2.00.0013 - Pusieghatan
Kapasias lmbags penyedia lyana
bag Ansk yeng Memaridcan 190,000 000 00 190 00000000 100 00000200 100.000.000,00 100.000.000,00
Padindungan Khusus Tingkat Dosrah
Kabupa lervKolie
1000 RS D s D pofuguitan San Juenkah SOM bornbage pory odke
pergumhangsn MnSeps prerred e vpsnan Bagl Anas yang
Lyanon Dagl Anak yong Memed kan Momorusan Porindungan Khuson 50 w 160,200 .000.00 160000 00000 &0 160 200.000.00 160 £00.000.00 50 460.000.000.00




Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

PROGRAM

PRIORITAS

INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN/SUBKEGIATAN

KETERANGAN

2

3

4

S

8 (o

Program
Pemberdayaan
Sosial

Persentase Lembaga
Bidang Kesejahteraan
Sosial yang Meningkat
Kualitasnya Dalam
Pelayanan Sosial

Kegiatan Pengembangan Potensi
Sumber Kesejahteraan

Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Keluarga
Kewenangan

Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
Masyarakat

Kewenangan Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan Pembinaan Teknis
Sumber Daya Manusia
Sumber Kesejahteraan
Daerah

Kabupaten/Kota

Sosial

Program
Rehabilitasi
Sosial

Persentase PPKS
Lainnya di Luar
HIV/AIDS Yang
Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar]
Penyandang

Disabilitas Terlantar,
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta
Pengemis di Luar

Panti Sosial

Anak]

Gelandangan

Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan
Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas
Anak
Terlantar,
serta
Gelandangan
Masyarakat

Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar,

Pengemis dan

Kegiatan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Lainnya Bukan

Korban HIV/AIDS dan NAPZA di
Luar Panti

Sosial

(PMKS)

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial

Program
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial

Persentase Penerima
Manfaat yang
Terpenuhi Kebutuhan
Dasar

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan
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Pengembangan Ekonomi
Masyarakat

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan
Sosial Kesejahteraan
Keluarga

Sub Kegiatan Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota
Program Persentase Warga
Penanganan Negara Migran dan| Kegiatan Pemulangan Warga Negara
Warga Negara| Korban Tindak| Migran Korban
Migran  Korban| Kekerasan yang| Tindak  Kekerasandari Titik
Tindak tertangani Debarkasi di Daerah
Kekerasan Kabupaten/Kota untuk]
Dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan
Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan Dalam|
dan Luar
Negeri dari Titik Debarkasi di
Daerah
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan
ke
Desa/Kelurahan Asal
Program Kegiatan Perlindungan Sosial
Penanganan Persentase Korban| Korban Bencana Alam dan
Bencana Bencana Alam, Sosial| Sosial Kabupaten/Kota
dan/atau Non Alam
Yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasar pada
Saat dan setelah
tanggap Darurat
Bencana
Sub Kegiatan Penanganan Khusus

bagi Kelompok Rentan
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIRAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ARAK KABUPATEN JEMIER TAMUN

2028
. = s 6 -
Bidanyg Rerebivas Soes DTS Telwn ma-w
Aedang Perindungsy dan laviren (2029
m; Scesal .
OYRII - FINRS X 100% |UPT Lpomos
R Eidang Mnasgaras S

Irdeks Kedaliman Kemisknan

g Peralsie Sousl  -Bdw

- Data Kemekdnan Dinas

Perladngan don Revon Soeal
APT Liposos
Mmmmvs

- Data Junish Penducub

Niskin

Indeks Pambancuran Candey

[upmmmw.

Perantam  PPES

Kesepblaras Socky

3 ngkatoye Priayoran| Persentase PSKS yong Sertdayn

Seelal oleh

}——
1 M Persontase A0k
N Kehsrasan Kedorasdrs  ya'g
don Arek WW )
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TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

RANCANGAN AKHIR RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

INDIKATOR

STATUS

SATUAN

BASELINE
TAHUN 2024

TARGET TAHUN

‘mz.

2025

o7

8 )

(10

11

]

1.00 - URUSAN PEMERINTAMAN BIDANG
SOEML

Perasctnse Kortun Beroins Alar |, Soaa
can Wiy Man Nam yang Tergeruhe
Ketutuhan Dasir Pada Saat dan Setekan
Incgiap Dacurn) fisocans

sl

Fursurdase Perwrme Menieel yurg
Teepaaud Kebutshan Daear

suant

W02

Forsortase kortan boroana alam dan wosial
Yo Nrperuts tutube demermys pads
sl dan setebhh BinggagE danumi Bancann

Josrah xpunsionoln

ot

8256

a3

85

an

855

Forsortaso (%) peryandanp duabidtos
Corhan bar, anak LeSardar, Minyul usti et
" - [

posit

8250

a5

a5

2,08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPLIAN DAN

Mook Posbaigaies Gunler (1F0)

pusal

8552

an2s

Be.83

ar a0

Fersartass Arggawan Feenoowd | Gender
(ARG)

ot

T

1.8

20,68

a0n

arm

Persostuse Posmpunn Kortken Kelerisen
can TPPD yang Mendacaican Lavyansn

a3

a5

3]

10

Pecsortpse Anak Mameduson Pedndungan
Mhusus pang Men dep e Layunan
Kovepreberes|

posi!

L&)
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BABV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten
Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029.
Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen
perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak ini diharapkan bermanfaat dalam
menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan
dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat
Daerah.Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya
dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas

pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029
diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat
memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis
di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan

pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan
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juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi

Kabupaten Jember.

Jember, 23 September2025

Kepala Dinas Sosial Pe? rdayaan
Perergpﬁ&rﬁd i

ngan Anak
]ember

N
AKHMAD HELMI LUQMAN,S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19760507 199602 1 004
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